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PERSEMBAHAN

Dengan menyebut asma Allah......
( Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang )

Dengan segenap rasa syukurku
Tesis ini aku persembahkan untuk :

ISTERI tercinta
Fathimah,SH atas segala cinta dan segalanya, yang telah dengan

setia menemani hari-hariku

Anang Bakti Rahma i dan Zulfati Karimah

, semoga Allah SWT

senantiasa jadi, ' k-anak yang

UNIVERSITAS
s 5 dar el
bt b Sefrafesi

di Pengadilan Agama Karanganyar

Yang dengan rasa silaturrahmi dan kerja samanya
semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan jaza’
yang lebih baik.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan
0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan tunggal

HurufArab] Nama Huruf Latin Nama
Alif tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
Ba’ B -
Té T -
Sé S S (dengan titik di atas)
Jim J -
Ha* = H H (dengan titik di bawah)
Kha' [ Kkn -~ .
Dal || ¢ 5 ;
zal | 0 Z (dengan titik di atas)
Ra® |4 m :
ZOE | ! ;
sin_ L} s -
syin 4= -
Sad S S (dengan titik di bawah)

%&n titik di bawah)
T (dengan titik di bawah)

Z (dengan titik di bawah)

Koma terbalik ke atas

¢ le] ele Lo e (G |G (GG o |e [vle P (e |-
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K) Wawu - W -

» Ha’ H -

¢ Hamzah ) Apostrof
& Y&’ ' 4 -

Il. Konsonan rangkap karena syaddak ditulis rangkap

23220, Ditulis muta ‘addidah

FRT Ditulis ‘iddah

IIl. Ta’ Marbétah di akhir kata
a. Bila dimatikan tulis &

AaSa Ditulis Hikmah

L Ditulis Jizyah

karémah al auliyé’

c. Bila ra’ marbatah hidup atau dengan harakat: fathah, kasrah dan dammah

WNIVERSITAS

il 3157 I S I I ; Di!ulii zakdt al firr

IV. Vocal

5 t ituli a

- Kasrah Ditulis

i
Dammah Ditulis u

V. Vokal panjang

L Fathah + alif Ditulis a
st Ditulis Jéhiliyah




2. Fathah + ya' mati Ditulis a
= ditulis Tansé
u—-—a
; Kasrah + ya' mati Ditulis i
Ditulis Karii
5 "
4, Dammah + wawu mati Ditulis i
- ¥ Ditulis urid
JoIs f
V1. Vokal rangkap
L. Fathah + ya' mati Ditulis ai
& Ditulis bainakum
I SLANA—]
2. Fathah + wawu mati A Ditulis au
g Z - qaul
J = 0 g Ditulis
V) C
& =
>

ipisahkan dengan apostrof

it e lis a‘antum
f" A (M [
T dilis w'iddat
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VIII.Kata sandang aIisL A M

N

Ditulis

a. Bila;siikuti IEquOQm a&wahE @ll‘A T o

al-qiyds

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah
yang mengikutinya, serta menghilangkah huruf / (¢l)-nya




PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERDATA LEMBAGA KEUANGAN SYART’AH

ABSTRAK
ARIEF KOMARUDDIN

Pembuktian dalam perkara - perkara perdata pada dasarnya adalah
kepentingan hukum pihak-pihak yang bersengketa dimuka Peradilan didahului
dengan dalil / alasan bahwa masing-masing pihak merasa punya hak sesuatu yang
ada pada pihak lain.Dalam perkara sengketa perdata Lembaga Keuangan Syari’ah
perlu ditemukan format pembuktian dan alat bukti yang relevan, Oleh karenanya
sebagai praktisi di Peradilan Agama, maka perlu hal tersebut diadakan penelitian.

Penelitian ini terfokus pada penelitian kepustakaan, peneliti mencoba
menggali dari sumber-sumber buku yang ada kaitannya dengan pembuktian dan
dengan memperhatikan dalam praktek selama ini guna menemukan format
pembuktian dan alat bukti yang relevan dengan sengketa perdata Lembaga
Keuangan Syari’ah. Adapun metode penulis menelusuri panduan dalam Hukum
Islam yang dirumuskan dalam kaidah-kaidah maupun peraturan perundang-
undangan tentang hukum [ formil dan materiil dengan proses deduktif normatif

analisis| mengénai apan pembuktian atas sengketa
Dari hasil penelitian mendasarkan
D dgr praktek sehari-hari di Peradilan
Dalam Sengketa Lembaga Keuangan

perdata Lembaga Keuangar
analisis atas sumber buk

Syari’ah tetap mempedomatii praktek selamafini dan diperoleh kesimpulan bahwa

alat bukti tulisan berupa kontrak(akad) se i alat bukti utama dan yang pertama

dilihat dan dicermati oleh ha : pempe hatikan pula kesaksian ahli.
Dari hasil penelitian ini hendaknya imuncul penelitian lain yang lebih akurat

sehingga memperoleh hasil yang lebih sempurna

UNIVERSITAS
ISLLAM
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VERIFICATION IN COMPLETION OF SYARI'AH FINANCIAL
INSTITUTION CIVIL LAWSUIT

ABSTRACT
ARIEF KOMARUDDIN

Basically, verification in civil lawsuit cases is law interest of sides who
having legal action in court which preface with theorem/reason that each side
feels having rights thing on the other. In Syari‘ah Financial Institution civil lawsuit
case need to be found relevant verification format and evidence device. So, as
practitioner in religion court, it’s necessary to do a research which related with
this case.

This research focused at bibliography research, researcher tries digs from
books source which correlated with verification and by giving attention in practice
to find verification format and evidence device which relevant with Syari'ah
Financial Institution civil lawsuit. The writer method was traces guidance in Islam
law which formulated in rules and also law and regulation about formal law and

material by deductive-nonfiative;| progess then was done an analysis about
application of verification to“Syari'ah Fmanc&! nstitution (SFI) civil lawsuit. The
research result based on book sotfééanalysis and from everyday practice in
religion court showed that/ver in(Syari'ah Financial Institution civil
lawsuit still leaning on pracfice\unti loday and obtained conclusion that article
evidence device in form of contra eemént) as a principal evidence and it was
firstly seen and observed b 1ving attention to expert witness.

From this research resu her research which more accurate,

so it’s possible to get better,t)ﬁ?;xﬂ kﬂ
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KATA PENGANTAR

+ /l. .
.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas rahmat dan
taufiq-hiya, yang dengannya motifasi untuk menambah wawasan keilmuan
sesuai bidang tugas dapat penulis lakukan hingga penulis dapat menyelesaikan
tesis ini sebagai bagian tugas akademik program Magister Studi Islam Universitas
Islam Indonesia.

Dengan motifasi tersebut dan terdorong oleh kepentingan sebagai praktisi

di Peradilan Agama dalam merespon tugas baru sebagaimana amanat pasal 49

huruf (i) Undang-Undang @.3 ahiin/2006 bahwa Pengadilan Agama bertugas

7
W Ekonomi Syari’ah sebagai
O

udrﬁl tesis tentang Pembuktian dalam
(7))

dan berwenang memeﬁks&;)m
tugas yustisial, maka pemﬂis
penyelesaian sengketa ga
,@}sionalisasi dan tanggung jawab
Yustisial tersebut, namun penuhs meﬁyadari keterbatasan yang ada pada diri
penulis M:LAN](\(MEM}IMM Tesis ini sebagai
langkah awal mencari I’&dAM dan kedepan diharapkan dapat

diperoleh kesen:'N%NEgsl ﬁna praktisi lainnya dan

munculnya penulisan baru yang lebih sempurna.

ngan Syari'ah, hal ini penulis

Selama mengikuti pendidikan dan pelatihan serta diskusi-diskusi penulis
banyak memperoleh bahan untuk lebih termotifasi belajar lagi berkenaan dengan
ilmuyang berkaitan dengan hukum bisnis syari’ah dan ilmu-ilmu pendukung
lainnya sebagai pencerahan kedepan dalam tugas profesi.Dalam penyelesaian tesis

ini pula penulis banyak mendapatkan bahan, bantuan dan dorongan dari



lembaga program terkait serta intern keluarga sehingga dapat selesai. Untuk itu

pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada

seluruh sivitas akademi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia dan

secara kliusus kepada:

| 3

Bapak Prof DrH.Amir Mu’alimMIS. selaku Direktur Program
Pascasarjana (S.2) Magister Studi Islam UIL.

Bapak Drs.H. AsmuniMA selaku pembimbing yang mana ditengah
kesibukannya telah berkenan membimbing memotivasi dan mengarahkan
hingga terselesaikannya tesis ini.

Semua Dosen terkait/pada-program i, yang telah banyak memberikan

vari’ah dan lain-lain ilmu sangat
membantu dalam tugas- ball aralangsung atau tidak langsung.

>
Secara khusus, .,,‘ i l i ; paikan kepada Isteri dan anakku

tercinta atas domng%ﬁ%fl@ gga terselesaikannya tesis ini.

Akhimya, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi

banyak pihak,_Péni Sadbdl— Herirag-afanya st Jebih lanjut untuk
memperdalam analisis tesp @ | A\ AA

INDONESIA

H.ARIEF KOMARUDDIN
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga peradilan pada tingkat Yudex Faktie kekuasaan yang
diembannya menurut peraturan perundang-undangan adalah menerima,
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh
pencari keadilan, kekuasaan tersebut kemudian diemplemantiskan dalam

praktek bahwa setiap perkara harus ditangani melalui proses administratif

pelayanan yang idial

berlaku. Untuk Pengadilan

Jndang — Undang Nomor 7

M Undang-undang Nomor 3

tahun 2006 tentang Peradilan bahwa Pengadilan Agama bertugas

e INVERSITAS e
ditingkat pertama anfanl SLg.oAMmgama Islam dibidang

ptavin, v FONED [ Sl . e

ekonomi syari’ah. Dalam penjelasan pada pasal tersebut bidang
perkawinan meliputi 22 (dua puluh dua) perkara, bidang ekonomi syari’ah
meliputi 11(sebelas) perkara.

Dari semua perkara tersebut dapat digolongkan menjadi 2(dua)
bidang hukum yaitu bidang hukum tentang hubungan antara persoon

(orang ) yang disebut dengan persoon recht dan bidang hukum tentang



antara persoon dengan harta (Al Ahwal Syahshiyah dan Al Amwal
Syahshiyah), hubungan hukum antara subyek hukum didalamnya biasanya
didasari dengan suatu akad dan / atau yang timbul akibat akad ( kontraktual)

Adanya hubungan hukum antara subyek hukum tersebut sangat
berpotensi menimbulkan akibat hukum yang apabila tidak terselesaikan
dengan jalan Ishlah dapat berujung kepada sengketa perdata dan untuk
penyelesaiannya apabila terjadi sengketa harus melalui jalur hukum maka
menjadi tugas dan kewenangan lembaga yusdisial termasuk Pengadilan

Agama.

Dalam proses penya@aiﬁl'p%-pz ara sengketa perdata di

Lembaga Peradilan pada un

u% Peradilan Agama hal - hal
eqq27 ara ( Penggugat atau para

7)) ;
nganpadministrasi perkara melalui

meja kepaniteraan ymg%{.ﬁé&@] proses administratif dan
selanjutnya harus melalui tahapan Ecrsidanian di depan Majelis Hakim

yang disebu L)g“p!sx . s TA s
Dimeja kepam'teraJ]SLWA Mdminisﬁ‘asi perkara yang
disebut dengan si NIE g Inﬂua dan selanjutnya

diteruskan kepada Ketua Pengadilan untuk ditetapkan susunan Majelis

yang harus ditempuh oleh

Penggugat ) disamping be

hakim yang akan memeriksa perkara tersebut, Selanjutnya menjadi tugas

Majelis Hakim untuk menangani perkara tersebut hingga selesei dengan



memberikan  putusannya. setelah putusan berkekuatan hukum tetap
kembali menjadi tugas kepaniteraan meja tiga."

Tahapan persidangan didepan Majelis hakim telah dibakukan format
hukum -' acara sebagai kewajiban hakim meliputi mengkonstatir,
mengkwalifisir dan mengkontituir perkara’ Dan dari terpenuhinya tiga
kewajiban tersebut akan diperoleh putusan yang dianggap adil menurut
hukum. Dengan mengkontatir  perkara akan diperoleh fakta yang
disengketakan dan fakta-fakta tersebut akan diperoleh melalui proses

pembuktian untuk selanjutnya ditetapkan hukumnya dan kemudian diberi

putusan. 6 ISLAM )
Z

Dalam  mengkonstatir, Qaligsu dan mengkonstituir  itu

dikonknitkan sebagai berik

Pertama: tahap upaya p s dilakukan oleh majelis

hakim setelah mencemati%b&%@# yang disengketakan antara

pihak-pihak berperkara kemudian menawarkan solusi penyelesaian

pcxmasalath)emlseb ahm§alagz®i§{ajeﬁs Hakim
dapat memfasilitasi denJ&MAMDan apabila solusi tersebut

dapat diterima o‘aN@@NEa,slfmﬂis hakim menunda

persidangan untuk kepentingan upaya perdamaian tersebut dan apabila hai

itu berhasil, maka mediator melaporkan kepada majelis hakim dan

selanjutnya majelis hakim membuat sebuah akta sebagai produk hukum

! Penerapan dan Pelaksanaan pada pembinaan dan pengendalian administrasi
kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, Yayasan Al Hikmah
1995..

? Sudikno Merto Kusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,edisi keenam( Yogyakarta
Liberty, 2002), hal. 98

* PERMA No.2 tahun 2003



Pengadilan yang disebut dengan akte perdamaian yang isinya dikehendaki
oleh pihak-pihak berperkara sendiri, maka harus ditaati oleh pihak-pihak
berperkara dan sebagai tanda selesainya perkara di Pengadilan.Apabila
perdama{an tidak tercapai, maka diteruskan pemeriksaan ketahap berikutnya
yaitu tahap pemeriksaan pokok perkara.

Kedua : tahap ini diawali dengan pemeriksaan sebuah gugatan apabila
tahapan pertama tidak dicapai yaitu dengan acara pembacaan gugatan dan
seterusnya jawaban Tergugat dapat berlanjut dengan jawab jinawab antara

pihak-pihak berperkara yang disebut dengan replik dan duplik dan dari

jawab jinawab tersebut, @%BAMHD akan memperoleh fakta

permasalahan apa yang sedm‘o‘g di ar%ntam pihak-pihak berperkara

tersebut, hakim dapat melihgt yang nampak, dari ucapan

tingkah laku dan dalil-dali emukakan melalui tulisan yang

diajukan pihak-pihak lepas dari 4pd yarig|térsifat dalam batin  pihak-pihak

berperkara tersebut, maka faktor kejelian dan ketelitian dalam menangkap
i de'h

apa yang tek!!“xly § Id ]ul@ § kemampuan
pengetahuan dan kemapajas&dulA(Mpam Majelis Hakim akan

ag*ﬂermasalahan yang

dalam format acara disebut mengkontatir perkara, dari hasil kontatasi

diperoleh bukti awa

perkara untuk selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaati
tahap pembuktian untuk memperoleh posisi hukum ( kwalifikasi ) atas
perkara tersebut.

Tahap pembuktian yang biasanya oleh pihak-pihak berperkara telah

disiapkan seperangkat alat bukti yang dimilikinya untuk mempertahankan



haknya masing-masing, membantah adanya hak orang lain dan /atau untuk
memperoleh  haknya itu atau membantah haknya orang lain, dengan
menunjuk suatu peristiw.® iertentu, setelah tahapan pembuktian dianggap
cukup dan oleh hakim telaly ditetapkanhukumnya, maka berlanjut ketahap
berikutnya.

Ketiga ; tahap pemberian putusan sebagai tahap akhir atas penanganan
sebuah perkara dengan memberikan sebuah putusan. Dari putusan ini pihak-
pihak berperkara dapat bersikap menerima atau tidak menerima dalam

tenggang waktu yang telah ditetapkan Undang-Undang untuk menetapkan

adanya Eksekusi putusan. c ISLAM P
Hal yang penting sesuai- esis ini adalah pembuktian

dalam hukum perdata keten H Perdata menyebutkan :

setiap orang yang mendalil unyai sesuatu hak, atau

guna meneguhkan hahyvﬁeﬁm membantah suatu hak

orang lain, menunjukan suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan

adanya hak aU MIMEaa&ImASg berbunyi :
barang siapa, yang 4&@ AMmyai hak, atau ia

menyebutkan suaerNESfﬂ itu, atau untuk

membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan
adanya hak itu atau kejadian itu.Dan pasal 283 Rbg berbunyi : Barang
siapa beranggapan mempunyai suartu hak atau suatu keadaan untulé
menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus

membuktikan hak atau keadaan itu.



Dari ketentuan hukum tersebut, maka Pembuktian atas suatu
sengketa adalah kepentingan hukum pihak-pihak berperkara sendiri dan
majelis Hakim yang akan menilai dan menetapkan atas bukti-bukti yang
diajukan pihak-pihak berperkara. Dalam tahapan pembuktian ini Majelis
Hakim akan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak
berperkara secara seksama agar tepat dalam menentukan hukumnya.

Dalam hal pihak-pihak berperkara mengajukan bukti-bukti maka
hukum perdata telah menetapkan alat - alat bukti yang harus diajukan oleh

pihak berperkara tersebut sebagimana ketentuan dalam pasal 1866 KUH

Perdata, pasal 164 HIR dar@sdls%msmbg meliputi : bukti tertulis

7

(bukti tulisan, surat-surat) rsangkaan — persangkaan,

pengakuan dan sumpah, bukti mempunyai posisi

kwalitas yang berbeda — b nilaign majelis hakim dan menuruf

hukum pembuktian. Kelim%mjdipegmgi oleh Peradilan

Agama dalam menyelesaikan perkaraselama ini, maka dalam sengketa

Lembaga KeUM!«anvah m! Inﬁk§dana kepada
masyarakat bila dicennaIiSlLi;_AjMya menggunakan format

ketentuan perdataI)N NE&@]I%mya sebuah akad

maka hal ini bersinggungan dengan hukum perdata di bidang perjanjian

hanya saja menggunakan istilah - istilah yang sesuai Syari’ah. Seperti
Murabahah, Mudhzarabah, dll yang tergolong dalam Bisnis Syariah. Yang
demikian apabila terjadi permasalahan yang berujung kepada sengketa
melalui Peradilan Agama, maka dalam proses penyelesaiannya Pengadilan

tersebut, apakah ketentuan pasal 1865 dan pasal 1866 KUH Perdata, pasal



163 dan 164 HIR.283 dan 284 Rbg yang dalam hal ini menjadi pegangan
Lembaga Peradilan Agama alat-alat bukti tersebut dapat diterapkan dalam
kasus penyelesaian sengketa bisnis syarigh ? Maka melalui tesis ini,
penulis i;lenooba mencari jawabannya dengan menelaah beberapa sumber
dari literatur khususnya yang berkenaan dengan hukum pembuktian dan
diharapkan Tesis ini dapat dijadikan referensi dalam penyelesaian sengketa
perdata Lembaga Keuangan Syari’ah di Pengadilan Agama sesuai amanat
dalam Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
B. Rumusan Masalah :

1.Bagaimana peuyelesaiarc sﬁm@: Syari’ah di Pengadilan
< ;
2. Alat bukti apa yang bisa.dite afii Sengketa Bisnis Syari’ah di

Pengadilan Agama ? (];n

C.Tujuan Penelitian : ‘ }

N Y Eﬁﬁﬁé o
bisnis syari’ah khuJ|$ LnAMman sebagai pedoman
penyesion s oD IS ey v

Agama?

D.Manfaat Penelitian
Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan kelengkapan
bahasan akademik dan untuk dapat dipedomani, oleh praktisi hukum

menangani sengketa Bisnis Syari’ah



E.Telaah Pustaka

Dalam literatur hukum, Pembuktian merupakan bahasan tersendiri,
hal ini menunjukan pentingnya hal tersebut berkenaan dengan tehnis
penyelesazan suatu sengketa perdata. Mengenai hal ini. Yahya Harahap
berpendapat bahwa “Pembuktian berkaitan dengan  kemampuan
merekontruksi kejadian atau peristiwa masa lalu ( past event ) suatu
kebenaran ( truth)”.* Merekontruksi berarti memilah-milah kejadian atau
peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh pihak-pihak yang bersengketa,

kemudian menentukan alat-alat bukti jenis apa yang dapat dinilai sesuai

dengan pokok perkara \ Subekti berpendapat bahwa

” yang dimaksudkan n ialah meyakinkan hakim

éﬁkemukakan dalam suatu
n

bahwa hakim bersifat pasif

artinya hakim menunggt@jtéﬁ%ﬁ@jalat bukti yang diajukan oleh
pihak-pihak bersengketa, kemudian tugas hakim akan menilai atas bukti-

WD) > AV =] = 31 A U -
peristiwa yang dtken‘t&l_&&M Tergugat harus disaring

ok ki YD) @Y e i e o s

relevan, peristiwa yang relevan itulah yang dibuktikan”. ° Disini tugas

tentang kebenaran

persengketaan™. Dari

hakim mengkonstatir dalil-dalil yang diajukan pihak-pihak bersengketa,
kemudian berdasarkan  bukti-bukti yang diajukan  hakim akan

menentukan  hukumnya.  4bdul  Mananmenyebutkan, bahwa

* Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, cetakan kedua ( Jakarta Sinar Grafika offset,
2005) hal 496.

$ Subekti, Hukum Pembuktian, cetakan keempat ( Jakarta Pradnya Paramita,1978 ) hal 5

¢ Sudikno Mertokusumo,Hukum, hal 130.



“pembuktian adalah upaya pihak-pihak berperkara untuk meyakinkan
Hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian dengan alat-alat bukti
yang telqh ditetapkan oleh Undang - Undang. ' Dari sini terlihat
Pembahasan mereka terfokus pada tiori pembuktian dan penilaian
terhadap alat-alat bukti yang sudah baku, maka bagaimana tentang tata
cara Pembuktian penyelesaian sengketa perdata ekonomi syari’ah tentu

saja disamping mempedomani tiori-tiori tersebut hakim Peradilan Agama

akan berpedoman pada hukum formil dan materiil yang selama ini
menjadi pegangan dengan(mFMm\ azaz lex spisialis legi

%@

generalis.

F. Kerangka Teori

VERSITAS
INOANN

Pembuktian adalah ing bagi tugas Hakim

dan harus dilakukan dengan.-

. am menyelesaikan suatu
v

sengketa perdata yang menjadi tugas dan kewenangannya, sehingga

diperoleh qu g %L;A§kan kepada
keadilan hukum dan kepastL&Ln,AaMak para ahli membahas

e betugsi DD DR holdyion danarae

pendapat yang mengatakan.Meskipun peristiwa atau faktanya itu disajikan
oleh para pihak, hakim harus pasti akan peristiwa yang diajukan itu, ia harus
mengkonstatirnya, yang berarti bahwa ia harus mengakui kebenaran
peristiwa yang bersangkutan. dan kebenaran peristiwa ini hanya dapat

diperoleh dengan pembuktian, Untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil,

7 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara dilingkungan Peradilan Agama, cetakan ke 3
( Jakarta: prenada media, 2005) hal 227.
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maka hakim harus mengenal peristiwanya yang telah dibuktikan

kebenarannya ( Sudikno Mertokusumo, 2002 ; 125 ).

Pembuktian berarti tugas hakim memberikan kesempatan kepada

pihak - pihak yang bersengketa untuk membuktikan kebenaran dalil-

dalilnya. Kata membuktikan mengandung beberapa pengertian diantaranya :

L

kata membuktikan dikenal dalam arti logis : membuktian
disini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena
berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya
bukti lawan. Berdasarkan suatu axioma, yaitu asas-asas

umum yang d@nalls Aﬁﬁm"/ﬂm%

adanya pembykti ifat mutlak vyang tidak

ngetahuan, dimungkinkan

“Joari sebuah segitiga tidak

m i |s jaj §ui(u ini_tidak dimungkinkan
Laz)anya Ma%im pem‘ruﬁen\ itu berlaku bagi
setiap oranJ %Mgkan menurut ketentuan-
keteItN &Wengamatan yang

diperoleh dari pengalaman, sehingga diperoleh kesimpulan

kesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat mutlak.

2. Kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensionil.

Disinipun membutikan berarti juga memberi kepastian hanya
saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi

atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan — tingkatan ;
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a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka.
karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini
bersifat intuitif dan disebut conviction intime

b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal,
maka oleh karena itu disebut conviction raisonnee.

3. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis.
Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian
yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta

menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi

merupakan pempbuktian_konvensignil yang bersifat khusus,
v ~

pembuktian dalam a idis 1% hanya berlaku bagi pihak-

pihak yang bé yang memperoleh hak dari

mereka. dengan

menuju kepada,}

bukti lawan.

L) Pkl oo, 0 bl onin. verar
memberi da*SsLyA M kepada hakim yang
memeNmNEcs memben kepastian

tentang kebenaran peristiwa yang dlajukan

Menurut M. Yahya Harahap, SH (1991:01) dalam
pengertian yang luas, pembuktian adalah kemampuan
Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian

untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan

# Sudikno,Mertokusuman, Hukum, hal 127-128
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peristiwa - peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam
hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti
sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-
hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau
hanya sepanjang yang menjadi perselisihan diantara pihak-
pihak yang berperkara.

Menurut R.Subekti ( 1978:5) yang dimaksud dengan
pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang

berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil -

dalil yang dikemukali:‘c-le perkara yang sedang
dipersengketakan dimuka Pengadilans- atau yang diperiksa

%) -z
T3
oleh hakim. 2 o
& m
Dari pengertian apat disimpulkan bahwa
>
Pembuktian adalah u g berperkara untuk

meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian

e s {0 i P el g
alat bukti yang di oleh, U - Undang. Dalam
sengketa yang belrﬁluz_ Am Kksa dimuka
Majelis H masmggdg:ﬁ mengajukan dalil

dalil yang saling bertentangan, Hakim harus memeriksa dan
menetapkan dalil - dalil manakah yang benar dan dalil
manakah yang tidak benar. Berdasarkan pemeriksaan yang

teliti dan saksama itulah hakim menetapkan hukum atas suatu

peristiwa atau kejadian yang telah dianggap benar setelah
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melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan
‘oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku.
Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran
suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Para
praktisi hukum membedakan tentang kebenaran yang dicari
dalam hukum perdata dan hukum pidana. Dalam hukum
perdata, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran
formal, sedangkan dalam hukum pidana kebenaran yang dicari
oleh hakim adalah kebenaran matenil. Dalam praktik

Peradilan, sebe?ﬂngg_sw\\akim, dituntut  mencari

kebenaran mate; yang sedang diperiksanya,

TAS

S|

karena tujuan p untuk meyakinkan hakim

atau memberik kepadda hakim tentang adanya

UNIVE

ingga  hakim dalam

eristiwa-peristiwa. -
P pen o [T

20L . :
mengkonstatir, mengkwalifisir, dan mengkonstituir, serta

oennf] “eofofrsm [=edrfrsydanf ~ Kepadi pembuician
tersebut, keb @Ifo_rm Mn oleh hakim dalam arti
bahwal Nﬁl?bﬁ glg&r&as - batas yang
diajukan oleh pihak yang berp

erkara, jadi baik kebenaran
formil maupun kebenaran materiil hendaknya harus dicari
secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang

diajukan kepadanya.’

? Abdul Manan, Penerapan, hal 227-228
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Menurut R. Sarjono ( 1983;134) yang dikutip oleh Hari
Sasangka, Membuktikan sebagai pengertian prossesuil, berarti
meyakinkan hakim dengan menggunakan alat-alat bukti
tertentu menurut Undang - Undang akan kebenaran dalih -
dalih atau dalih- dalih yang diketengahkan dalam suatu
persengketaan oleh para pihak dalam proses Pengadilan, jadi
proses pembuktian diperlukan jika ada sengketa, antara dua
pihak mengenai hak dan pembuktian itu terjadi dimuka
Pengadilan. Kepada Hakim diminta agar ia menentukan apa

yang menjadi hul a, anfaraskedua belah pihak yang

membuktikan adalah membenarkan hubungan hukum yaitu :

wlsalnd ot i degabbichn Al Pengugar,
pengabulan ullswnﬂ Mahwa Hakim menarik
“"MROONESTA™™

Penggugat sebagai hubungan hukum antara Penggugat dan
Tergugat adalah benar. Berhubung dengan itu “Pembuktian
dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim

dengan syarat-syarat bukti yang sah”

ngko, Hukum pembuktian dan perkara perdata,cetakan 1( Bandung : mandar
5) hal 15-16.
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Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan
apabila apa yang yang di kemukakan oleh Penggugat itq
dibantah oleh Tergugat.Apa yang tidak dibantah tidak perlu
dibuktikan, kebenaran yang tidak dibantah itu tidak perlu
diselidiki yang harus memberi bukti ialah pihak yang wajib
membenarkan apa yang dikemukakannya. Jikalau ia
berkehendak, bahwa ia tidak akan kalah perkaranya. dalam
arti terbatas inilah orang mempersoalkan hal pembagian

beban pembuktian.

Dari m'\temebut apabila dicermati
7
pembuktian a anér)ses yuridis yang dilakukan

hakim sebagai

menetapkan duduknya suatu

m
subyek hukum ( Penggugat atau

>
Tergugat ) dam;sebdgai, ngetrapan hukumnya untuk

') N el el f
kemudian diberikan putusan menurut hukum, maka adalah

e WA B RS ol st memtel
haknya masrsﬁngﬁgm - alat bukti yang diyakini

seba[r'Nycnduktﬁ haknya g\ adalah tugas hakim
menentuk ukmnnymge alafatAb\lhi tersebut dalam

pasal 1866 KUH Perdata dan pasal 164 HIR dan 283 Rbg oleh

perkara yang

pihak-pihak berperkara bebas mengajukannya sebagai
pendukung Penggugat atas posita ( dalil-dalil ) gugatannya dan
pendukung Tergugat atas bantahannya tentang obyek yang

disengketakan. dan hakim akan berhak menilai cukup terbukti
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atau tidak terbukti atas gugatan atau bantahan pihak - pihak
berperkara.  Para ahli hukum berpendapat bahwa bukti yang
seharusnya dianggap sah dan sempurna menurut hukum, antara
lain berbentuk autentik, pengakuan dan sumpah.

Dalam Kitab Figih Sunnah As Sayyid Saabig
dengan judul Al Qodlo’ ( Peradilan) disana dibahas tentang
peradilan dakwaan dan bukti - bukti. Dakwaa berarti
menghubungkan kepada diri sendiri hak atas sesuatu yang ada

pada orang lain atau dalam tanggungan orang lain. Dakwaan

dibebani dengah_mengadakan pémbuktian atas kebenaran dan
keabsyaan dakwaannya, yang tapkan dengan ikrar yang

jan terhadap apa yang

didakwakan '

D:dalam’thgzﬁjﬂjgjm antara orang perorang

UMY ER SISy yme
terlibat de1gs Ty A\ PRiogian (skad)  srnglal

memmbulkan ermasalahan ang berujung kepada sengketa,
NESIA

peny b tersebut adalah
karena adanya perbuatan Wanprestasi sebagaimana diatur
dalam pasal 1239 KUH Perdata.

Suatu perikatan yang lahir karena perjanjian

sebagaimana didasarkan pada pasal 1338 KUH Perdata bahwa

' Sayyid Sabbiq / Figih Sunnah,alik bahasa Drs. Mudzakir As,Cetakan 3, (Bandung Al
Ma'arif, 1993) hal 17-40.
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segala perjanjian yang dibuat secara sah “berlaku sebagai
undang-undang untuk mereka yang membuatnya”, maksudnyé
bahwa suatu perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak.
sedangkan perjanjian tersebut biasanya dituangkan dalam
sebuah akte otentik, maka akte tersebut dapat dijadikan bukt
apabila dikemudian hari terjadi Wan prestasi, apakah hal ini
sesuai dengan prinsip pembuktian dalam hubungannya dengan
Sengketa Bisnis Syariah.

Sengketa tersebut bagian dinamika berbisnis berupa

persengketaa apabila tidak tercover oleh hukum akan

berujung kepada; adharat, tuzka didalam hukum perdata

dikenal dengan adanyahukum formil yaitu bagaimana

B b s i
hak - hallrslrﬁk ﬁtMmdungan hukum melalui

iaga Peradilan .Didalam Islam mengenal
pn P Hv p @ukum yang secara

kwalitatif maupun kwantitatif melindungi kemaslahatan

setiap individu ditengah masyarakat meliputi perlindungan
Agama, jiwa, keturunan, akal dan harta, semua orang

diwajibkan untuk menghormati kelima hak tersebut dan

12 Subekti, Hukum, hal 135.
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bekerja secara sungguh - sungguh untuk memeliharanya atas
pelanggaran hak - hak seseorang yang harus dilindungi, maka
orang yang melanggar dapat dituntut secara pidana atau
perdata yang oleh ahli Figih disebut dengan Al Mas’uliyah Al
Jinayah dan al Mas’uliyah al Madaniyah ( tanggung jawab
pidana dan tanggung jawab perdata )."’ Sejauh mana tanggung
jawab itu dapat dibebankan mestinya melalui proses
pembuktian.

G. Methode Penelitian :

Mengacu pada kerafigka-teori sebagai doktrin pada ahli hukum

tentang pembuktian dalam penelitian hukum

yang meliputi statute ﬁpr oach, historical approach
m
penef]:(ji berpijak pada pendekatan

Konsep (Conceptual %Wbuk&m perkara perdata

dengan mengkaji Peraturan perundang-undangan dan rumusan

datam ke ¥ebadn/ A Riako dhiahe At formil dan
materiil Peradilan bs{_kwum analisis Yuridis
= I OGP =

yang tepat atas penyelesaian sengketa perdata Lembaga Keuangan

>
dan conceptual appr: Fg”, m

Syari’ah (LKS ) di Peradilan Agama.

'3 Asmuni, MTH, Tiori ganti rugi ( Daman) dalam perspektif hukum Islam, Millah Jumnal
Studi Agama,vol,VI No.2,( Februari,2007) hal 97.

14 Mahmud Marzuki, Petter Penelitian Hukum, Cetakan kedua, Kencana Prenada, Media
Group, Yakarta, 2006 : hal 94 - 138
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1. Bahan Kajian
a. Bahan primair berupa :

1). Peraturan perundang — undangan, Kaidah - kaidah
hukum Islam tentang Peradilan khususnya yang
berkenaan dengan pembuktian.

2). Hukum formil dan hukum materiil yang dijadikan
pegangan di Peradilan Agama.
b. Bahan sekunder berupa :

1). Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI tentang

7
:= i
formil dan hukum materiil

Bahan primair dan bahan skunder sebagai rujukan

Aenbbund | i ek dnckic Animya diadakar
analisis yuri pﬁk Muknan yang selama ini di

“INETORESIA™ ™=

sengketa Bisnis Syari’ah.

H. Sistimatika Pembahasan :
Untuk mencapai sasaran maksud penulisan ini maka yang perlu

dibahas meliputi bab - bab sebagai berikut:
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Bab pertama: pendahuluan memuat latar belakang masalah
menguraikan tentang perlunya pembahasan masalah pembuktian dalam
penyelesaian sengketa perdata Lembaga Keuangan Syari’ah, tujuan
pembahasan, manfaat pembahasan, telaah pustaka, landasan teori,
metode pembahasan dan sistematika pembahasan

Bab kedua : tentang lembaga Peradilan di Indonesia dan
kewenangannya, hususnya Peradilan Agama, dinamika tugas dan
kewenangannya, hukum formil dan materiil yang dijadikan pegangan di
Peradilan Agama.

Bab ketiga : tentang
proses administrasi p::Q
pembuktian dan pengaﬁ?
( Eksekusi ).

Bab keempat : %W@)yelesman Sengketa Bisnis

Syari’ah - obyek pembuktian dan alat-alat bukti yang relevan dengan

puum  Roohil dbh ek bers ] ~/Adigdmuicum yang
Bab kelima TNWNESIIW. Dari bab - bab

dan sub bab pembahasan dan gambaran konkrit tentang pembuktian

Mﬂb‘Pengadﬂan Agama meliputi

yédmal : tahapan persidangan,
0
m
‘£

jerta pelaksanaan putusan

penyelesaian sengketa perdata Lembaga Keuangan Syari’ah.



BABII
LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA

DAN KEWENANGANNYA

A. Selintas Sejarah Peradilan

Sebagai gambaran riil keberadaan Peradilan Agama dan dinamika
kewenangannya dalam kurun waktu seabad lebih  sebagai referensi
penilaian perkembangan sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia, bahwa

keberadaan Lembaga Peradilan di Indonesia adalah atas dasar kesadaran
ISLAM

politik pemegang kebijakan Zli(e c@ menata pola hidup dan
= O
kehid masyaraka ] a lembaga - lembaga
upan masyarakat, maig 2 y bag bag
Peradilan telah ada dalam %/ste k kerajaan yang tersebar
D >
diseluruh Indonesia dalam bent X ilan yang sesuai dengan
SeDNEDG

zamannya.

o) P EEAR A T e it
Lembaga Peradilan Negar:i 8ﬁdﬂcﬁngamya meliputi Pidana
dan Perdata untuk IWE@I ﬁlembaga Peradilan

Agama dalam kewenangannya  yang relatif terbatas pada bidang
penanganan perkara perkawinan bagi umat Islam dan kewarisan untuk
sebagian wilayah Indonesia.

Lembaga Peradilan Negara setelah tahun 1945 Indonesia merdeka

dalam perkembangannya disebut dengan Peradilan Umum berdasarkan
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pada Undang - Undang nomor 13 tahun 1965, Undang - Undang nomor : 6
tahun 1969 dan Undang - Undang nomor: 2 tahun 1986." Sekarang dengan
Undang - Undang nomor: 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum ditingkat
pertama discbut Pengadilan Negeri, ditingkat Banding disebut Pengadilan
Tinggi.
Lembaga Peradilan Agama pada pemerintah Kolonial Belanda
diakui keberadaanya dengan peraturan - peraturan :
1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura Staatdblad

tahun 1882 No. 152 dihubungkan dengan staatsblad tahun 1937
ISLAM
No.116 dan 610. 6 )

<
2. Peraturan tentang Ketﬂ%n&: rapatan Qodi Besar untuk

11|
sebagian residen Kaljman latan dan Timur ( Staatsblad tahun

SENE

3. Peraturan Pemerintah No.45 fahun 1957 tentang Pembentukan
Peradilah_Adamb] \iftamfin-8yfriiah & i Jéwa dan Madura
(LN PR PSTIORA,

L = T

dan kewenangan yurisdiksi, berdasar Staatsblad 1937 No.116 lingkungan

T

N@ZAN

Vi

1937 Nomor : 638 dan

Peradilan Agama di Jawa dan Madura tidak berwenang mengadili perkara
warisan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1957 lingkungan
Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura mempunyai kewenangan

mengadili perkara warisan.'’ Maka nampak jelas pembatasan kewenangan

'* Himpunan Undang — Undang Peradilan ( Jakarta: Bp.Media karya,XX)

16 yahya, Harahap, Kedudukan kewenangan dan acara Peradilan Agama (UU No.7th.1989),
i Jakarta,pustaka Kartini:1990;: hal 29.

"7 Ibid



Peradilan Agama dan ini berlanjut dalam kurun waktu hingga munculnya
Undang - Undang No. 7 tahun 1989.

Sejak berlakunya Undang - Undang No. 7 tahun 1989 serta merta
gugur scmua daya kekuatan hukum peraturan - peraturan yang beraneka
ragam tersebut.'® Hal ini ditegaskan dalam bab VI ( ketentuan
peralihan ) pasal 106 angka 2 menyebutkan semua Peraturan pelaksanaan
yang telah ada mengenai Peradilan Agama dinyatakan tetap berlaku
selama ketentuan baru  berdasarkan Undang - Undang ini belum
dikeluarkan, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-

Undang ini padababVIl(.@n
(_

mulai berlakunya Undang — L@
]

pasal 107 ayat (1) pada saat

ama di Jawa dan Madura

( Staatsblad tahum
6L
No.116 dan 610.

. Piabinlhads et G o Ml ot e
sebagian ReslSEnﬂthan dan Timur( Staatsblad

INDONESIA

(c). Peraturan Pemerintan No. 45 tahun 1957 tentang pembentukan

dan Staatsblad tahun 1937

Peradilan Agama / Mahkamah Syari’ah diluar Jawa dan
Madura ( Lembaga Negara tahun 1957 No.99 ) dan.

(d). Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 63 ayat (2)
Undang - Undang No.l tahun 1974 tentang Perkawinan

( Lembaran Negara No. 1 tambahan Lembaran Negara

' Ibid hal 30.



No.3019) “ Setiap putusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh

Pengadilan Umum, dinyatakan tidak berlaku”.
Pasal 107 Ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal
236 HIR/RIB  staatsblad tahun 1941 No. 44 mengenai
permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar
sengketa antara orang - orang yang beragama Islam yang
dilakukan berdasarkan Hukum Islam diselesaikan oleh Pengadilan
Agama.Dengan diundangkan Undang — Undang No. 7 tahun 1979

tentang Peradilan Agama tanggal 29 Desember 1984 terbinalah

hukum acara Peradilan

Agama dan sekali r keseragaman yurisdiksi

yang semula ada pe i key enangan antara Jawa dan

B, Kemensngad PSP Ao Gl A S
ISLAM

T QLS =

lembaga Peradilan Agama yang keduanya saling bersinggungan
terutama mengenai kewenangan memeriksa memutus dan
menyelesaikan perkara - perkara perdata.

Pada bab.Ill Undang — Undang No. 2 tahun 1986 dengan beberapa
perubahan dalam Undang — Undang No. 8 tahun 2004 tentang
Peradilan Umum pasal 50 menyebutkan Pengadilan Negeri bertugas

dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara



Pidana dan Perdata ditingkat pertama, kemudian dan penjelasannya
disebutkan cukup jelas.Dari ketentuan hukum yang termuat dalam pasal
tersebut Pengadilan Negeri mengemban tugas dan kewenangan ganda
dalam kekuasaan kehakiman, meluputi bidang hukum publik berkenaan
dengan hukum Pidana dan hal ini yang menjadikan pemahaman
masyarakat pada umumnya bahwa Pengadilan Negeri adalah Peradilan
Negara, sebagai wakil negara dalam menegakan hukum. Dan kenyataan
dalam praktek hampir semua lini bidang hukum yang menyangkut

akibat perbuatan anggota masyarakat yang masuk kreteria Kejahatan

yang diatur Buku kedua aab%' dang- \Lang Hukum Pidana meliputi

tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum,

perdagangan kesusilaan ig’rmdap hak hidup orang lain

dan lain-lain termasuk melanggar hukum oleh

penguasa dan penyele ghr e étﬂig}lan. Dan perbuatan hukum

g mak Ko s GBE S Bk i K
Undang-Undang HukrSEa Aelimi atas ketentuan peraturan
perundang-undalrﬁ ﬁ 6alﬁlglgigo masyarakat maupun

yang dilakukan oleh para penyelenggara kekuasaan pemerintahan.
Dalam bidang hukum Perdata kewenangan Peradilan Negeri
mejangkau hampir seluruh urusan privat seluruh lapisan masyarakat
Indonseia dan yang masuk kriteria orang yang menundukan diri kepada
hukum perdata yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam
Kitab Undang - Undang Hukum Perdata warisan belanda meliputi

Buku kesatu tentang orang mengatur tentang perkawinan yang telah
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secara khusus diatur dengan Undang - Undang Nomor | tahun 1974
tentang Perkawinan bagi selain orang Islam, buku kedua tentang
kebendaan meliputi bidang kepemilikan harta yang telah diatur secara
khusus dalam Undang - Undang Pokok Agraria bidang kewarisan adat,
Buku ketiga tentang Perikatan yang mengatur tentang Perdagangan dan
usaha dan bidang — bidang keperdataan lainnya yang diatur dalam kitab
Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan.

Dari sini nampak secara De Jure kewenangan Peradilan Umum
dalam pasal 50 Undang — Undang No. 2 tahun 1986 meskipun secara

ISLAM
singkat memuat kew bidan perk; pidana dan perdata dengan

0
tanpa penjelasan rinci, -(Undang tersebut namun De

facto mejangkau hampi maﬁ.lhh hukum yang menjadi

‘ nesia dalam hubungannya
) (e

. J ; - ¢
dengan perkara Pidana maupun Perdata. Dan ternyata secara

PP, i R g, i
persuasif dalam kehid\fgﬂaﬂ,Mi tidak lain campur tangan
kehendak mlitW@aﬁéagl l&am pentas sejarah

kekuasaan di Indonesia dan secara riil dalam penyediaan anggaran untuk
sarana dan prasarana Peradilan umum untuk mendapatkan porsi yang
lebih dibandingkan pada Peradilan Agama, bahkan pedoman perangkat
hukum formil dan materiil telah ternyata dipersiapkan dengan matang
oleh pelaku kekuasaan.

Kewenangan Lembaga Peradilan Agama secara De Jure,

mengalami berbagai romantika kendala pada hal bila ditilik dari praktek



dalam kehidupan masyarakat hampir menjangkau seluruh kepentingan
umat Islam yang mayoritas di Indonesia hal ini tidak lain karena atas
kehendak politik pemegang kekuasaan sejak zaman pra kemerdekaan
hingga kurun waktu hampir setengah abad pasca kemerdekaan hingga
tahun 1989. Setelah itu Peradilan Agama mampu membuka cakrawala
pandang masyarakat bahwa lembaga ini masuk dalam System
ketatanegaraan sebagai Lembaga Peradilan Negara sejajar dan sederajat
kedudukannya dengan lembaga - lembaga Peradilan Umum dan

lembaga - lembaga peradilan lainnya di Indonesia terutama pasca
( ISLAM \
amademen Undang - Um@ 9457

O

@g Dasar 1945 ayat (2)

Dalam pasal 24

menyebutkan ” kekuasadn k dilakukan oleh senbuah

Mahkamah Agung dan

.

Jyang berada di bawahnya

A
JU ¢ v
dalam lingkungan Peradilan Umum lingkungan Peradilan Agama,

lingkungan (Pelebind M &Rm WaTabrissha Negera,

dan oleh sebuah Ma.‘lge*_l( Namun secara De facto

il e ) Y 0 o e

dalam penyediaan sarana dan prasarana masih dalam taraf pembenahan

untuk penyesuaian dengan peradilan lainnya. Dalam perangkat hukum
formil sebagai pedoman pelaksanaan tugas untuk Peradilan Agama juga
tetap bersinggungan dengan Lembaga Peradilan Umum meskipun tidak
menemui kendala berarti sebagaimana menurut ketentuan pasal 54
Undang — Undang No. 7 tahun 1989 bahwa hukum acara yang berlaku

pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum



acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang
ini, demikian juga dalam hukum materiil hingga saat ini rancangan
hukum terapan yang mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam belum
disyahkan oleh lembaga politik Negara, maka Kompilasi Hukum Islam
sebagaimana adanya tetap sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama,
adalah tugas para pemegang amanah di Lembaga Peradilan Agama
untuk melengkapi yang dirasa kurang lengkap dan menyempurnakan

dalam hal-hal yang dirasa kurang sempurna dengan menggali dari

ISLAM
sumber-sumber pokok i yang telah disusun oleh
&= O

para ahli hukum bidang ah hal yang patut dan

seharusnya diperhatikan b ngann/l pengambilan kaidah-kaidah

berkensan denblaNHed i [pdalitnd Apad\nlbmycut pasal 49

Undang — Undang Nol?Sln_me bahwa Peradilan Agama
mempunyai Nﬂlaw isl disamping azaz
umum lainny:z:aing dipunyai oleh Pemdﬂan%:lmﬂl
Azaz personality keislaman meliputi pelaku-pelaku tehnis peradilan
dan cara pengeterapan hukum materiil atas suatu perkara antara orang-
orang yang beragama Istam dan orang yang tunduk pada hukum istam."
Kewenangan Peradilan Agama secara rinci disebut dalam bab III

pasal 49 ayat (1)Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dengan beberapa

" Yahya Harahap, kedudukan, hal 37.



perubshan dalam Undang - Undang No. 3 tahun 2006, Pengadilan
Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus, dan
menyelesaikan perkara - perkara ditingkat pertama antara orang-orang
yangba;asmlslamdihidang=bidans:

a. Perkawinan.

b. Kewarisan,

c. Wasiat.
d. Hibah,
e. Wakaf.
6 ISLAM
f. Zakat,
S
g. Infak.Sh

h. EkonomiSsy

Dalam penjelasan pasal 49. 77 .. 7
T S
Huruf (a):Yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah hal-hal yang

aiacle bl | dtod Berobseaitlodkngndliy  mengensi
perkawinan vy Sel'likuAnM(ukan menurut syari’ah,
“=HINDONESIA

VISINOAN\ /

2. lzin perkawinan.

3. Dispensasi Kawin.

4. Pencegahan perkawinan.

5. Penolakan perkawinan oleh PPN.
6. Pembatalan perkawinan.

7. Gugatan kelalaian kewajiban suami isteri.
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8. Perceraian karena thalak.

9. Gugatan perceraian.

10. Penyelesaian harta bersama.

11. Penguasaan anak

12. Kewajiban biaya pemelihaaran dan pendidikan anak.
13. Kewajiban suami kepada bekas isteri.

14. Putusan sah tidaknya seorang anak.

15. Pencabutan kekuasaan orang tua.

16. Pencabutan kekuasaan wali.
( ISLAM

17. Penunjukan o@ng lain sebagai wali.
O

18. Penunjukan '&g@e[um umur 18 tahun yang
Z

g ada dibawah kekuasaan

AMDUMER &1 T Ao i
berdasar Iﬁ M
21 ppgagrsiesipagmpe,

22. Pernyataan sahnya perkawinan sebelum Undang -
Undang No. 1 tahun 197
Huruf (b) ; “Waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris
mengenai harta peninggalan bagian masing-masing ahli waris
dan melaksanakan pembagian harta tersebut, serta penetapan
atas permohonan seseorang tentang siapa yang menjadi ahli

waris, bagian masing-masing ahli waris.
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Huruf (c): “Wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda
atau manfaat kepada orang lain atau lembaga / badan hukum,
yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Huruf (d) ;"“Hibah ”» adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan
tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang
lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Huruf (e): “Wakaf ” adalah perbuatan seseorang atau kelompok ( wakif )
untuk memisahkan dan / menyerahkan sebagian harta benda

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka

'@ah dan atau kesejahteraan

Huruf (f) : ” Zakat ” adalah harta yang wajib sisihkan oleh seseorang atau

badan hukum untuk dibefikan kepada yang berhak menerimanya.

ook 5 WU e i o s
kepada orang laillsEWas.
Huruf (h): “Shadammgfwmbeﬁkan sesuatu

kepada orang lain atau lembaga / badan hukum spontan dan suka
rela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap
ridho Allah.

Huruf (i);”Ekonomi Syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang
dilaksanakan menurut prinsip syari’ah antara lain meliputi :
a. Bank syari’ah.

b. Lembaga keuangan mikro syari’ah.
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c. Asuransi syari’ah.

d. Reasuransi syari’ah.

e. Reksadana syari’ah.

f Obligasi Syari’ah dan surat berharga berjangka menengah
syari’ah.

g. Sekuritas syari’ah.

h. Pembiayaan syari’ah.

i. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah dan bisnis syari’ah.

Untuk penyelesaian perkara - perkara perkawinan, kewarisan dan

wakaf selama ini tidak ada kend: i Karéna telah tersedia panduan

sebagaimana pasal 54 Undang nde 7 tahun 1989, sedangkan

pedoman hukum materiil dalam- i akte a ini tetap mengacu pasal —
pilasi Hukum Islam dan kaidah —

kaidah hukum loi) Jand beodl dempdrrbrkandyd A\ S
Dengan kewenangal:SvEUﬂMndang No. 3 tahun 2006

tentang Ekonomi SND@N{E!STI WI dan materiilnya

akan penulis bahas pada bab-bab berikutnya terutama untuk mengetahui

) -
pasal yang telah dibukukan dalam Kom

hukum mana yang relevan berkenaan dengan pembuktian atas sengketa di
peradilan Agama pada umumnya dan berkenaan dengan Bisnis Syari’ah
kususnya.
C. Hukum Formil Peradilan Agama.

Hukum formil dapat diartikan kumpulan peraturan-peraturan yang

berisi tentang bagaimana cara melakukan sesuatu untuk menuntut suatu
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hak dengan perantaraan Lembaga Peradilan dan bagaimana cara
lembaga peradilan tersebut menerapkan hukumnya atas tuntutan
tersebut dan telah dibenarkan menurut hukum guna melindungi,
memberikan hak kepada yang harus dilindungi dan diberikan haknya.
dengan kata lain hukum formil adalah sebagai perangkat hukum untuk
mempertahankan tegaknya hukum materiil.

Hukum materiil sebagaimana dimaklumi terjelma dalam
peraturan Undang-Undang atau peratutan yang tidak tertulis, peraturan

tersebut merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana

orang selayaknya berb

e
Ketentuan - ketentuan sepgiti mengambil barang milik

orang lain dengan niat unr%( i i sendifi secara melawan hukum,
=)
maka itu telah ~h 1
seseorang 1 N e ; U E‘;ﬂﬂk orang lain. Siapa yang

karena salahnya memmbuli(an kerugian kepada orang lain diwajibkan
mengaanti Kendgian! keboda foralrteituescbut/dan Sebogainya, it
semuanya merupakan ;I@taAkM yang pada hakekatnya
bertujuan untuk meéli i @'Neus at.
Pelaksanaml;| thuE materiil perdata, dl;atﬂ:l(angmmg secara
diam-diam diantara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui
Lembaga Peradilan. Akan tetapi sering terjadi, bahwa hukum materiil
perdata seseorang dilanggar sehingga ada pihak yang dirugikan namun
kadang warga masyarakat dengan caranya sendiri menuntut
penyelesaian sehingga kadang terjadilah gangguan keseimbangan

ketentraman didalam masyarakat. Dalam hal ini maka hukum materiil
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perdata yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan atau
ditegakkan melalui lembaga yang berwenang.

Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal
ada pel;mggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum
materiil perdata dalam hal ini tuntutan hak diperlukan rangkaian
peraturan - peraturan hukum lain disamping hukum materiil perdata itu
sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum
acara perdata tersebut.

Hukum Acara Perdata hanya diperuntukan menjamin ditaatinya

( ISLAM
hukum materiil perdata. #ntuan perdata pada umumnya
(_

tidak membebani hak dmg_zk

ti yang kita jumpai dalam
anagn dan mempertahankan atau

il yang ada atau melindungi

L
hukum materiil perdata, te%pi m

m kaidah hukur
enegakan e
hak perseorangan dengan perantaraan Hakim.Dengan perkataan lain

e xonid) P AT R G A A s pris
mengatur tentang ba#%hcﬁyMngajukan tuntutan hak,
memks = IEONE STA = P

itu. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan
memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan untuk
mencegah “eigenrichting” atau tindakan menghakimi sendiri.Tindakan
menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak
menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang - wenang, tanpa
persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan

menimbulkan kerugian yang lebih luas. Oleh karena itu tindakan
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menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan dalam hal kita hendak
memperjuangkan atau melaksanakan hak.

Tuntutan hak seperti yang telah diuraikan diatas ada dua macam
yaitu t;mtutan hak yang mengandung sengketa, yang disebut gugatan
dimana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak dalam dalam praktek
seperti gugatan perceraian, gugatan harta bersama, gugatan nafkah yang
dilalaikan dan lain-lain dan tuntutan hak yang tidak mengandung
sengketa yang disebut permohonan seperti permohonan izin kawin,
Dispensasi kawin dan lain-lain, dimana hanya terdapat satu pihak saja.

AM \ﬂ
iatas ah kita simpulkan, bahwa

Dari apa yang telah d
obyek dari pada hukum keseluruan peraturan yang

bertujuan melaksanakan an atau menegakan hukum

perdata materiil dengan pera tAraan kekuasaa Negara, yaitu Lembaga
Kehakiman ditingkat Peﬁﬁné, Peradllan Banding dan Mahkamah
g sualy AN RGBT B o e
‘namun bebas dari pi@."n_am M siapapun dengan cara
memberikan pu WNE n

Hukum acalﬁrdata mengatur tigEhzlip%dakan, yaitu tahap
pendahuluan meliputi pembuatan gugatan dan hal-hal yang berkaitan
dengan penyusunan formatnya tahap pengajukan gugatan, tahap
pemeriksaan gugatan dan tahap pelaksanaan putusan oleh Pengadilan.
Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada pemeriksaan
gugatan dan pelaksanaan putusan. Dalam tahap pemeriksaan diadakan

pemeriksaan peristiwa yang didalilkan dalam gugatan dan pembuktian
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( tahap pemeriksaan dalam persidangan ), sekaligus sampai kepada
putusannya, sedang tahap pelaksanaan diadakan apabila isi putusan tidak
dilaksanakan dengan suka rela oleh yang kalah, dalam praktek disebut
Eksekusir putusan oleh Pengadilan. yang kesemuanya diatur dalam
hukum formil (acara perdata), maka keberadaan hukum formil dan
hukum materiil saling berkaitan tidak ada gunanya ada hukum perdata
materiil apabila tidak dapat atau direalisir dan untuk realisasinya itu
diperlukan hukum acara perdata, sebaliknya hukum acara perdata
sebagai upaya untuk menjamin _dilaksanakannya hukum perdata

/ ISLAM
materiil, tidak mungkin b Qm sendiri hukum perdata materiil.

Hukum perdata materiil tahankan dan ditegakkan

melalui peradilan dengan h per&a ( hukum formil ).

Pada hakekatnya F

S

)JU ) w ] ¢ v :
mempertimbangkan benar tidaknya peristiwa yang diajukan kepadanya,

o i s AT 5 g i
kepadanya, mengetahui I@Eyﬂakam biasanya mengacﬁ
ot seane RO [ S S o

kaidah hukum materiil dengan membuka kemungkinan untuk penafsiran

atau diharapkan untuk

A

atas hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang disebut dengan Rechvinding( penemuan hukum ) tidak demikian
halnya dengan hukum acara perdata, karena hukum acara perdata pada
azaznya bersifat baku dan mengikat.

Maka oleh karena itu hakim sebagai stabilisator dan dinamisator

hukum harus sungguh - sungguh menguasai hukum acara perdata,
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Kurangnya pengetahuan tentang hukum acara pada umumnya atau
hukum acara perdata pada khususnya atau tidak menguasainya hukum
acara merupakan satu faktor terhambatnya jalannya Peradilan.

Didalam praktek kebiasaan sehari- hari diluar Peradilan
sebenarnya sudah ada pelaksanaan hukum acara perdata, misalnya
kalau dua orang hendak membuat surat perjanjian dibawah tangan maka
selalu diikut sertakan dua orang saksi yang ikut serta menandatangani
surat perjanjian tersebut dan surat perjanjian tersebut masih dibubuhi
materei.Hal ini sudah merupakan kebiasaan dalam masyarakat

ISL A M
mempraktekan hukum meskipun k yakan tidak menyadari lagi

maksud dari pada adanya@ dan materei tersebut,tetapi

&hm peraturan perundang-

undangan tidak ada ke mengharuskan untuk mengikut

dianggap demikianlah

sertakan dua orang saksi dalam pembualan suatu surat perjanjian
ivovat kg o b Tt v s
perjanjian dibawah ta:?s'E ﬂmeterel tanda tangan d;la'
orang saksi danmw Srlya rjanjian. Ini adalah
suatu persiapan, kalau-kalau dikem%an hanA;lenjadi sengketa di
muka Pengadilan, maka persyaratan yang diminta oleh hukum acara
perdata telah terpenuhi, dua orang saksi adalah jumlah minimal yang
diminta oleh hukum acara perdata untuk pembuktian ( pasal 169
HIR,306 Rbg.1905 BW) yang sudah tentu masih harus dipanggil dimuka
Pengadilan, sedang materei sebagai pemenuhan pajak bagi surat - surat

yang diajukan sebagai alat bukti dalam perkara perdata untuk memenuhi
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pasal 291(a) Undang-Undang No.13 tahun 1985. Demikian pula seorang
kreditur akan minta surat tanda pengakuan hutang atau kwitansi dari
debitur, yang akan menjamin tuntutannya apabila menjadi sengketa di
Pengadilan nanti.?”

Hukum Acara Perdata Nasional hingga saat ini belum diatur
dalam Undang-undang tersendiri, sehingga pada dewasa ini kaidah-
kaidah hukum acara perdata masih terdapat berserakan, sebagian

termuat dalam Het herziene Indonesisch reglement . disingkat HIR, yang

Rechtsreglement  buiten
kepulauan-kepulauan yan esia.Selain itu Burgerlijk

wetboek voot Indonesia jalam buku kesatu, buku

keempat memuat pula

kaidah - kaidah tersebut mengatur tentang hukum acara perihal

etk JINIV ER SITAS
Disamping itu huk{.snhlﬂ?Mdapat dalam Undang -
Undang No. 4 tahur‘NBa@NE-sTﬂ pokok kekuasaan

kehakiman dan terdapat dalam Undang - Undang masing - masing lembaga
Peradilan secara khusus hukum acara dalam hukum perkawinan terdapat
dalam Undang — Undang No. 1 tahun 1979 dan Peraturan Pemerintah No. 9
tahun 1975.

Bagi persoalan banding, khusus untuk wilayah Jawa dan Madura

berlaku Undang-Undang No.20 tahun 1947 yang mulai berlaku pada tanggal

20 gudikno Mertokusumo, Hukum, hal.6
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24 Juni 1947, namun berdasarkan Yurisprodensi Undang-Undang tersebut
juga diperlakukan bagi wilayah diluar Jawa dan Madura mengenai acara
Kasasi diatur dalam Undang — Undang No. 5 tahun 2004 tentang perubahan
atas Undang — Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Selain dari pada itu untuk beberapa masalah yang tidak diatur dalam
HIR dan Rbg, apabila benar-benar dirasakan perlu dan berguna bagi praktek
Pengadilan, dapat dipakai peraturan - peraturan yang terdapat dalam

Reglement op deburgelkijke rechtsvordering, disingkat RV misalmya

perihal penggabungan guga ] penjaminan (vrijwaring),
ISLAM
intervensi (interventie) oleh pihak-pi am suatu sengketa dan

rekessipil (request civiel) atau

BHar
£

Dalam Hukum Islam ngan hukum formil antara

VIgaN

g
:
E
g
&
:
2
&
=)

lain dibahas hal - hal bcrkcnaég., ¢
201
Peradilan Islam sebagai berikut :

"Ta'rif Qadha® b it kart nikudh ot oeg@apkan sesusi
ketetapan, tugas — tugas Q'&lﬁmﬁ Milan) ialah menampakan
ko A, SN I e o

ada.” dalam hal yang dihadapi oleh Hakim, Hakim hanya menerapkannya
kedalam alam kenyataan, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.
Diantara dalil-dalil yang menunjukan kepada keharusan adanya

lembaga peradilan ialah :

2! Retno Wulan Sutanto, Hukum Acara Perdata dalam Tiori dan praktek,cetakan VI,
Mandar maju, Bandung 1989, hal 3-4
# Hasbi As Shiddieqy, Peradilan dan Acara Islam,Yogyakarta PT Al Ma’arif, 1964:hal 29
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1.Firman Allah Swt : “ hai Daud. sesungguhnya kami telah menjadikan
engkau Khalifah di bumi,maka hukumlah manusia-manusia dengan
hukum yang benar ol
2.“Maka demt Tuhan engkau, mereka tidak beriman, sehingga mereka
mentahkimkan diri mereka kepada engkau dalam hal-hal yang mereka
persengketakan diantara mereka“?*.
3. “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka dengan
yang Allah telah turunkan ““’
Hadis Rasul Saw yang menjadi 1 keharusan adanya Qadha,
ISLAM
bahkan menunjukan kepada é:"’ ingannya “adalah banyak Diantaranya
sabda Rasul Saw : w

=
n
0
1] &
e I R s HE A 4
Tl ("ﬁi‘-&e-'-”-"e'-
9'}”{ P -

ST Pt

“ Apabila seseorang hakim berijtihad dan tepat ijtihadnya maka dia

menperoi\ AP BT St gty
itu salah, maka dia medu&haAM“
Dalam Fiqihl NE) @N EbSaIv Anetapkan, ‘bahwa

diantara hal-hal yang ditetapkan oleh Agama ialah mendirikan Pefaﬂilan.

Mereka semua menetapkan, bahwa peradilan itu adalah :
'k_, ." "! . )"i S . J“d -Q 9‘-)3’

“ Suatu fardhu yang dikokohkan dan suatu tradisi yang harus diikuti 7

2 Q.S. Shaad (38):263

 Q.S. An Nisa® (4):65

# (Q.S. Al Maidah (5);49

26 H. R. Bukhori Muslim, Shohih Muslim (3240) , hal 114
?7 Sayyid Sabbig,Figih, hal 36
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Selanjutnya Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan : untuk sahnya suatu

Pengadilan ( gugatan ) hendaklah memenuhi syarat - syarat berikut ini :

Pertama:” Si Penda’wa ( penggugat ) itu orang yang berakal sehat.

demikian pula di Mudda’a *alaihi ( tergugat ), karenanya tidaklah
diterima gugatan yang dihadapkan kepada orang-orang yang tidak
berakal, lantaran dia tidak dapat memberi jawaban (didengar

jawabannya) atas gugatan yang dihadapinya kepadanya.

Kedua : Mudda’a (Mudda’a bihi) ya’ni benda yang diperkarakan itu

Ketiga :

dimaklumi ( barang yan dimaklumi ) karena sulit
ISLAM
menyelesaikan sesuatu ﬁz:rkara g tidak dikenal oleh pihak yang

bersangkutan.

Si Mudda’a ’alaihi
kepadanya

) Jb ‘ el . el . "
pertengkaran adalah suatu hal yang wajib. hal ini tidak dapat

stoske) B S i o0 5

Uh@/ERSlT
éa
g
E

%

Apabila gugaﬁn ltelall &&nwmenuhl prosedur yang

e, b QNS e et v

Tergugat dan menanyakan pendapatnya. Apakah dia membenarkan gugatan

itu, ataukah tidak. Dan andaikata gugatan yang dikemukakan itu belum

dianggap sah oleh Hakim belum dapat menghadapkan pertanyaan kepada

pihak Tergugat. Apabila si Mudda’a ‘alaihi dinyatakan harus menjawab,

maka dia adakala membenarkan gugatan, adakala menolak dan adakala

* Hasbi Ash Shiddiqy, Peradilan), hal 92-93



42

berdiam diri, membisu. Jika dia membenarkan da’waan, maka
diperintahkanlah dia memenuhi tuntutan mudda’i karena telah nyata
benarnya. Hendaklah hakim memerintahkan mudda’a ‘alaihi memenuhi
tuntutan, lgarena telah nyata kebenarannya.”” Untuk menyelesaikan suatu
perkara yang dibawa kemuka hakim dan supaya keputusan hakim benar-
benar mewujudkan keadilan, maka hendaklah hakim mengetahui apa yang
menjadi gugatan si mudda’i, keadilan sangat memerlukan pembuktian

sebagaimana Hadits Rasulullah Saw sebagai berikut :

manusia akan menggugat ap:

w2

harta, akan tetapi keteran’géd ' : ikan pada sipendakwa dan

sumpah itu dihadapkan atas Tergugat e

Kaidah k. it i/ ydng terkiam, Bergaperdotian dan hukcom
acara antara lain : ISI_AM

INERG Ui oy i

“ Bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan keadaan

lahirnya dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnya i

wae B gEEn a8 L e _l’.“’l‘:z"
LJJ:- J:-‘ }‘ vyl i‘J.)—‘D-J:.OYE ;.:-sLmhu._ql':L".— CL.‘LH

i\
-~

? Ibid hal. 95
3% H. R. Muslim, Shohih Muslim (3228). hal. 97
3" H.A Djazuli, Kaidah- kaidah Figih (Jakarta: kencana, 2006) hal.157°' Ibid hal. 95
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“ perdamaian diantara kaum muslimin adalah boleh kecuali perdamaian

yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram d

o Y Jodh
» Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan "

P P ¥ € oo or .-4

«b\a.h: oLnJJI |8 "‘MJ Lﬁ-b‘.n.“ LS"’-J -Lnuﬂg!J.pgﬂ

” Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak
yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan ™

Slgs.ﬁg‘ﬁﬁa

G f.1>§ 1Y

hukum atas milik orang

ahami Hukum formil yang

dianut oleh Peradilan Agama mesklpun dalam ketentuannya menggunakan

hukum acara padd Pdrfaneh biofudiRefual Sane el ibuKhusus maka
dengan penyempurnaan dala:i Shapm'Man ketentuan-ketentuan
syari’ah, sehingga px‘TNtD\'GNEkg' Nndensi vertikal

(Allah SWT) dan horisontal artinya harus dipertanggung jawabkan kepada
Allah dan rasa keadilan masyarakat meskipun bobot produk putusan hakim
siapapun nilai kebenarannya relatif, namun tetap idial.

Untuk menemukan bobot produk putusan yang idial,maka sesuai

tugas dan kewajiban hakim sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1)

32 Ibid, hal 160
% Ibid , hal 131
* Ibid, hal 130
% Ibid, hal 131
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Undang-Undang Nomor.7 tahun 1989 dengan beberapa perubahan dalam

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut diatas sebelum menjatuhkan

suatu putusan harus  cermat dan teliti dalam menkonstatir dan

mengkwaliﬁrsir perkara sehingga dengan penuh keyakinan hukum yang

diterapkan atas suatu perkara benar adanya, untuk sampai kepada

keyakinan yang demikian, maka pemahaman atas hukum formil harus

menjadi bagian dari niat tulus dan upaya yang maksimal demi menegakan

hukum Allah dan selanjutnya paham atas hukum material yaitu hukum

1.

Acara ) meliputi sebagai berikut;

Hukum formil (sebagai-
25

ran hukum yang harus

melekat pada siapapun subyek hukum dalam menuntut suatu hak,

mempeﬂa@M\é EnR &m&m pihak
lain melalui proses hl.ics EmAhM yang menjadi tuntutan
rdeEIRDIONESIA

Hukum formil mengatur bagaimana cara subyek  hukum
mengajukan upaya hukum yang dikehandakinya, dengan
mengajukan  dalil-dalil yang dianggap dapat mendukung
terpenuhinya tuntutan yang diformatkan dalam sebuah sarat gugatan
atau permohonan.

Hukum formil keberadaannya mengikat atas penuntut hak dan

penerima surat gugatan atau permohonan ( lembaga peradilan ) tidak
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terpenuhinya hukum formil bagi Penggugat atau Pemohon
mengakibatkan gugatan cacat hukum dan tidak terima atau ditolak,
peradilan yang menyimpang dari hukum formil putusannya cacat
hukum.

. Majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagai
orang yang harus amanah, konsisten profesional dalam hukum acara
demi tegaknya hukum materiil, sehingga putusan yang diambil,

terpenuhi azaz kebenaran, kepastian hukum dan keadilan.

. Dalam praktek hakim i berikan petunjuk bimbingan
ISLAM
kepada penuntut hak gar tun y/ pat terpenuhi syarat-syarat

&
syah tuntutannya kere :gti ikit penuntut hak yang paham atas
Ll

hukum formil, tetapi 1%(1m
o)

dalil yang diajukan P r@ ohon dan alat pendukung

atas dalil yang diajukan Pénggugat atau Pemohoin hakim terbatas

sebagai hestlar dad G don el péndéiing Tersebu, hakira
SEART TIYN Y
. Hukum FonlN@lGNErST&ﬁukan upaya-upaya

hukum kepada peradilan yang lebih tinggi atas putusan atau
penetapan hakim yang dirasa tidak memuaskan hak berupa
pengajuan tuntutan pemeriksaan ulang kepada Majelis hakim yang
lebih tinggi hingga berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai
lembaga peradilan tertinggi sesuai peraturan perundang-undangan

negara .
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7. Hukum perdata formil dalam praktek diperadilan Agama terdiri

dari :

a.

h.

Kumpulan pasal pada HIR ( het Herziene Indosisch
reglement ) atau reglement Indonesia yang diperbaharui)
untuk Jawa dan Madura.

R.V ( reglement opde Burgerlijk rechtsvordering).

Buku ke IV dan BW dan dibagian pasal - pasal pada buku ke
LII dan III dan Peraturan Kepailitan.

Undang — Undang 4 tahun 2004 tentang ketentuan-

Undang — Undang Nomor. 3 tahun 2006 tentang perubahan

@Mvmm tang Peradilan
agma | S| A AA

DochNB @NES]‘ Pﬁadilan Agama dapat

berupa kaidah - kaidah Fiqih.

Surat Edaran Mahkamah Agung.

Untuk menerapkan Hukum Acara tersebut, maka hakim perlu

memahami azaz-azaz hukum acara sebagai berikut :

1. Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang

beragama Islam( pasal 2 UU No.3 tahun 2006.
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. Peradilan Agama menetapkan dan menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan pancasila ( pasal 3 ayat (2) UU No. 4 tahun
2004.

. i’eradilan Agama memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan
perkara berdasarkan Hukum Islam ( pasal 49 dan penjelasan

umum UU No. 3 tahun 2006.

. Peradilan dilakukan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa( pasal 4 ayat (1) UU No. 1 UU No. 4 tahun 2004
dan pasal 57 UU No. 7 tahun 1989.

ISLAM
. Peradilan dil menE h dan tidak membedakan

(_
.24 tahun 1970, pasal 58 ayat

(1) UU No. 7 tahi

. Hakim mendengar" ( pasal 121 HIR/142 Rbg)
kedua belah plhakﬁi;;us dlperlakukan sama dimuka sidang.

ok B/ o S i e e
sebelum adan'StusAPMilan yang menyatakan

O S e

. Hakim wajib mendamaikan para pihak( pasal 130 HIR, pasal 39
ayat (2) UU No. 1 tahun 1974.

. Hakim membantu para pihak ( pasal 5 ayat (2) UU No.4 tahun
2004 dan pasal 58 ayat 92 ) UU No. 7 tahun 1989.

Dalam perkara perdata, Pengadilan membantu para pihak dan

berusaha sekeras - kerasnya mengatasi segala hambatan dan
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rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan
biaya ringan.
Pemberian bantuan dan nasehat dapat diberikan baik sebelum

;ida.ng, selama persidangan maupun setelah perkara diputus.

10. Hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya,

11

12.

Hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih bahwa hukum
tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan
mengadili.

Hakim wajib mengadili petitum yang diajukan, hakim tidak

boleh mengadili inta( pasal 178 HIR ),

kecuali Undang-Uni¢ ngan lain. dalam perkara

perceraian Hakim dapat me legihdari yang diminta karena
>

jabatannya berdasarkan pasal 41 huruf (c) UU No. 1 tahun 1974

tentang perkawinan, pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

Pk Dl R4 T e

2004, pasal 178 al'gliwmyat (1) UU No. 7 tahun
" YOS o e

mengadili dan alasan-alasannya (pertimbangan hakim )sehingga
putusan itu dijatuhkan.

Tiap-tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat
” Bismillahirrahmanirrahiim “diikuti dengan "Demi Keadilan
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”( pasal 57 UU No. 7

tahun 1989 ).
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13. Pelaksanaan putusan Pengadilan wajib menjaga terpeliharanya

perikemanusiaan dan perikeadilan ( pasal 36 ayat (4) UU No. 4

tahun 2004 )

D. Hukum f\hteriil Peradilan Agama.

Hal yang harus dikaji berikutnya adalah tentang hukum materiil

sebagai pijakan dasar subyek hukum penuntut hak mengajukan

tuntutannya dan sebagai dasar Majelis hakim menetapkan hukumnya atas

suatu sengketa, hukum materiil berisi tentang

seperangkat aturan-aturan

hukum yang memberikan hak dan menuntut kewajiban dan menetapkan

1[ ISLAM "\

hak-hak yang harus diperc

menetapkan suatu kewajiban

Hukum materiil bmd%)ada

>

o)
berlaku untuk semua lapisan

hak |konkrit atau hak abstrak

pqn;-laturan produk hukum yang

atau yang berlaku pada

2D\ =
lapisan masyarakat tertentu, untuk peradilan agama hukum materiilnya

merupakan hukul b, 4CHimgek b Gk sk ek sesiatis derogst
legi generali, yang konksitfiya ferseb\diberbgai peraturan perundang-
undangan melipWNE grgl&rkawinan, bidang

kewarisan, bidang perwakafan dan bidang ekonomi syari’ah.

Maka untuk pada subyek hukum yang karena sesuatu alasan harus

mengajukan tuntutan hukum mesti mengacu kepada peraturan perundang-

undangan tersebut, disana mengatur tentang hak-hak apa yang harus dan

boleh dituntut, kapan tuntutan itu boleh diajukan, apakah tuntutan itu

sebagai hak yang melekat pada dirinya( inpersoon), semuanya diatur dalam

peraturan perundang-undangan.
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Bagi hakim akan membaca, mempelajari kemudian memberikan
pertimbangan hukumnya atas suatu perkara, hukum itu telah ada tersebar
diberbagai peraturan perundang-undangan, maka hakim tinggal
mengen-apk;n hukum itu, kadangkala suatu perkara hukumnya tidak ada
atau sudah ada namun memerlukan penafsiran — penafsiran melalui methode
penemuan hukum sejalan dengan ketentuan pasal 28 Undang — Undang No.
4 tahun 2004, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami

nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

melengkapi sebagai hal-hal yang harus dilakukan hakim dalam menilai dan
ISLAM
memberikan putusan atau ﬁen penting bagi Hakim,
(_
perdata formil sebagai hal

)atau penetapan antara lain

memperhatikan azaz - azaz h

LUl
yang penting berkenaan deng% bo
o)
azaz Audi et alteram part «ﬂ

SN

20 )z
Mannes Rede,man sool sie horen alle beide ” artinya pihak — pihak

berperkara ( pehggufgit hatupln Terghest hards 8 sama, tidalk
memihak, keduanyya samals&@ﬁM scsum ketentuan pasal 5
ayat (1) Undang-Um.ONE(sTﬁ pokok — pokok

kekuasaan kehakiman;” bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum

4
O
Z
m
utusan
>

JManmw rede ist keines

dengan tidak membedakan orang-orang, pihak-pihak tersebut harus sama-
sama diperhatikan, berhak atas perlakuan sama dan adil, masing-masing
harus diberikan kesempatan untuk memberi pendapatnya, hal ini tidak
boleh menerima keterangan sepihak sebagai benar sebelum mendengar
pihak lainnya, termasuk dalam pengajuan alat-alat bukti dimuka sidang

( pasal 132 a,121 ayat 92) HIR/ pasal 145 ayat ( 2) dan 157 Rbg).
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Azaz yang lain yang patut diperhatikan adalah azaz hukum ” putusan harus
disertai alasan - alasan.

Dalam pasal 5(1) Undang-undang No. 4 tahun 2004 tersebut
menganduné arti bahwa didalam mekanisme peradilan yang berperkara
harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil,
maka semua putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang
dijadikan dasar untuk mengadili ( pasal 25 (ayat ) Undang — Undang 4
tahun 2004, 184, 195 Rbg).Alasan-alsanatau argumentasi itu dimaksudkan

sebagai pertanggungan jawab hakim dari pada putusannya terhadap
ISLAM
masyarakat, para pihak, pen@lan yang lebih| tinggi dan ilmu hukum,
&= O
sehingga oleh karenanya me:q@n byektif, karena adanya alasan-
Z

LI
alasan itulah maka putusan m%npun 'bag}sa dan bukan karena hakim
o)

tertentu yang menjatuhkannya.

SIEATES

Ilmu Pengetahuan hukum merupakan sumber pula untuk

mendapatkan bhhah| da \setiperfmipling iaaiin Jrsusan hakir
didalam pertimbangannya. q@@ jiftnu Mtahuan karena didukung
oleh para penglkumWadNE'gcf R pengetahuan itu

sendiri menyebabkan putusan hakim bernilai obyektif pula.*®

Untuk melengkapi pemahaman tentang hukum materiil dalam
penerapannya system Peradilan Islam memberikan panduan bagi hakim

sebuah risalah Khalifah Umar bin Khathab sebagai berikut ;

% Sudikno Mertokusumo, hukum, hal.14 -15.
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"Amma Ba’du. Bahwa sesungguhnya Peradilan itu adalah sesuatu
kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt dan suatu Sunnah Rasul yang
wajib diikuti, maka fahamilah benar-benar, jika ada sesuatu perkara
yang dikemukakan kepadamu dan laksanakanlah jika jelas kebenarannya
yang tidak ada pengaruhnya ( tidak dapat dijalankan ). persamakanlah
kedudukan manusia itu dalam majelismu, pandanganmu dan
keputusanmu, sehingga orang bangsawan tidak dapat menarik kamu
kepada kecurangan dan orang yang lemahpun tidak berputus asa dari
keadilan.Keterangan berupa bukti atau salah hendaklah dikemukakan
oleh orang yang mendakwa dan sumpah hendaklah dilakukan oleh orang
yang mungkir(terdakwa ).Perdamaian diizinkan hanya antara orang-
orang yang bersengketa dari kalangan muslimin, kecuali perdamaian
yang menghalalkan barang|yang harom afgqu mengharomkan barang
yang halal. Barang siapa mengaku sesuatu hak yang ghoib atau sesuatu
yang jelas yang mana bukti - bukti yangakar dikemukakannya itu masih
belum terkumpul ditangganya; maka berikanlah kepada orang itu waktu
yang ditentukan, maka jika ia dapaf, mengemukakan bukti - bukti
tersebut.berikanlah haknya, ~dan'~ jika' —ia tidak sanggup, maka
selesaikanlah persoalannya, ,sebab..carg..memberikan .wakriu yang
ditentukan itu adalah sebaik-batknya penagguhan dan lebily menjelaskan
keadaan yang samar dan tidaklah akan menghalangimu suatu keputusan
yang engkau ambil, pada_suatu hari kemudian engkau meninjaunya
kembali, lalu engkau menddpat-petunjuk—( “hidayah), tidaklah hal itu
menghalangimu kembali kepada kebenaran karena kebenaran itu adalah
godim yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu, dan kembali kepada
kebenaran itu adalah lebih baik dari pada terus menerus didalam
kesesatan.Kaum muslimin itu adalah orang - orang yang adil terhadap
sesama mereka, kecuali orang yang pernah bersumpah palsu atau orang
yang pernah dikenakan hukuman jilid ( dera ) atau orang yang tertuduh
dalam kesaksiannya berhubung karena kerabat. hanyalah Allah Swt yang
menguasai rasasia hati hamba hambanya dan melindungi mereka dari

hukumannya kecuali ternyata bukti - bukti yang sah atau sumpah.



54

Kemudian fahamilah, fahamilah benar - benar persoalan yang
dipaparkan kepadamu tentang suatu perkara yang tidak terdapat didalam
Al Qur’an atau didalam sunnah Rasul. Kemudian pada waktu itu
pergunakanlah kiyas terhadap perkara-perkara itu dan carilah pula
contoh-cor;tohnya, kemudian berpeganglah menurut padangannmu
kepada hal yang terbaik pada sisi Allah Swt dan yang terbanyak miripnya
kepada yang benar.Jauhilah sifat membenci mengacau, membosankan,
menyakiti hati manusia dan jauhilah berbuat curang pada waktu ada
terjadi persengketaan atau permusuhan, karena sesungguhnya peradilan
itu berada ditempat yang hak dimana Allah Swt telah mewajibkan pahala
didalamnya dan juga merupakan peringatan yang baik, barang siapa

yang ikhlas niatnya untuk hak walaupun atas dirinya

sendiri.Allah Swt akan men @up irinya dan antara manusia
dan barang siapa yang berki apa yang tidak ada pada
dirinya, maka Allah Swt a n ﬁb kepadanya.Sesungguhnya

Allah Swt tidak akan

mbt%’ hambanya kecuali yang
ikhlas.”™’

SlEIE
Dari azaz-azaz System peradilan Islam tersebut dapat diambil

emanmmanbed VERSITAS N
1. bahwa lembaga PelrS:LhaA Mharus ada dalam rangka
perlindungar] Bz 6N = S | A

2. Hakim harus memahami duduknya setiap perkara yang diajukan dan

memperhatikan seimbang antara pihak-pihak berperkara.

3. Upaya penyelesaian perkara dengan damai adalah suatu hak yang
sangat dianjurkan.

4. Dalam mempertimbangkan hukum dapat mendasarkan pada filosofi

meraih maslahah menghindari mudharat dan dalam memberi

37 Sayid Sabigq. Fiqih, hal 36-37
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putusan harus bebas dari intervensi batin yang condong kepada
kepentingan sepihak.

5. Menetapkan beban pembuktian kepada pihak-pihak untuk menggali
kebénaran fakta denganmemberikan kesempatan yang cukup.

6. Kondisi psychologie seorang hakim dalam menangani perkara harus
stabil agar terbimbinhg keaerah kebenaran dan kepastian hukum.

7. Hakim harus mempunyai pendirian yang kuat dan berupaya dengan

sungguh-sungguh dalam menemukan kaidah-kaidah hukum yang

tepat sesuai perkara y iselesaikan tidak ada sikap- sikap
ISLAM P
berpura — pura ( H Tt ) untuk keuntungan pribadi.
O

(._
%ﬂ pula panduan hadits Nabi

Dalam proses penemu@
11|

bal untuk menjadi seorang

vigd

UNIVEF S
Ls’l_a\ﬁ‘v o

: 36, Sy 38 < Bipas
R R TAN B \_53
L4 pI58¢ }&
S aw’,wgﬂi;:f;;

- -

"Bagaimanakah kamu memutusi perkara bila dikemukakan masalah
kepadamu ? Jawab Mu’adz : Aku memutuskan dengan Kitabulla. Maka
jika masalah itu tidak terdapat didalam kitab Allah? tanya Rasul
selanjutnya, maka dengan Sunnah Rasullulah Saw. jawabnya. Kemudian

Rasul menanyakan lebih lanjut: jika masalah itu tidak terdapat dalam
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Sunnah Rasullulah ?ku berijtihad dengan pendapatku dan berusaha
dengan segenap tenaga. -
Dari hadits tersebut methode penemuan hukum yang harus dilakukan

hakim adalah menggali sumber pokok kemudian ijtihad mendasarkan atas
kaidah-kaidah maslahah dengan demikan terhindar dari kejahilan yang
menjurus ketidak adilan atau keputusan berdasat hawa nafsu, peringatan

Rasulullah SAW:

ﬁ- ’”'Mu& Qi:'.i;_’;’_j.v
o8 3 95 2 s

g //

ada tiga,satu dalam surga, d ua dalam neraka yang sorga

adalah mengetahui kebem*&lunAMgau kebenaran itu yang
PR\ ) o)) | =31 )2 wieetay
darinya dan memut getahuan”.”’

Berdasarkan pada rujukan tersebut diatas maka sumber hukum
materiil yang pokok bagi Pengadilan Agama adalah dalil-dalil hukum
samawi dan yang sejalan dengannya antara lain sebagai berikut :

1. Hukum tertulis :
- Peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan bidang

perkara

** H. R. Ahmad, Abu Dawud dan At Tirmidzi, Sunan Abu Dawud (3102) hal 463
* H. R. Abu Dawud At Tirmidzi An Nasai, Sunan Abu Dawud (3119) Hal 479
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2. Hukum tidak tertulis :

- Hukum yang terdapat dalam nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat yang diformatkan dalam kaidah-kaidah produk ahli
Figih.

- Legal opini ulama’ Indonesia dalam fatwa-fatwa Dewan Syari;ah
Nasional

- Nilai — nilai hukum yang berkenaan dalam semua perikatan
yang lahir karena Undang — Undang dan perikatan yang lahir

karena perjanjian.
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PENANGANAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

Para pencari keadilan di Pengadilan Agama harus melalui proses
administratif dan yustisial, kedua proses ini oleh Pengadilan ditangani
secara proporsional dan profesional oleh praktisi dalam bidangnya masing —
masing yaitu Kepaniteraan dan Hakim.

A.Proses Administrasi Perkara
Mahkaman Agung telah mengeluarkan surat keputusan tentang
penanganan administrasi— perkara—ini, yang disebut dengan Pola
pembinaan dan Pengendalia strasi Kepaniteraan Pengadilan
Agama dan Pengadilan, Ting ma- tertanggal 24 Januari 1991

Nomor : KMA/001/SK#A: IL /012/K/1994 tanggal 11

Januari l994yangintinv A pefiangandfr perk a melalui System meja.

1. Meja Pertama menangani hal-lul sebagm berikut ;

Pty s i il g o
Panitera Muda Prgﬂ A M

T IRDBRESIA

- Menerima panjar
- Memberi nomor urut perkara.
2. Meja Dua menangani hal - hal sebagai berikut :
- Mencatat permohonan / gugatan setelah ada nomor perkara dicatat

dalam buku register perkara.

58
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- Meneruskan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan melalui Wakil
Panitera / panitera.

Ketua Pengadilan membuat surat Penetapan Susunan Majelis Hakim
yang memeriksa perkara, kemudian Ketua Majelis hakim membuat
penetapan hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara, tahapan-tahapan
tersebut memerlukan tenggang waktu paling lama 30 hari perkara harus
sudah mulai diperiksa dipersidangan.

Selama proses pemeriksaan perkara belum selesai tugas kepaniteraan

bidang regester perkara terus ada komonikasi dengan majelis Hakim melalui

Setelah perkara di ; “majelis(hakim dan putusan telah
vl 1]
mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penanganan diteruskan oleh :

3. Meja Tigdyaht berkuga: = [ S| T A S
- Mmym@ salinan pu"glﬂadﬂﬂMak perkara.
e INEJONE SIA

Penanganan secara proporsional dimaksudkan setiap petugas pada
meja kepaniteraan bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing
sebagai cermin tertibnya administrasi dan adanya kerjasama yang baik antar
petugas di kepaniteraan.

Penanganan secara profesional tidak lepas dari attitude ; sikap

mental dan idealisme serta berpengetahuan tentang administrasi perkara
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erta amanabh, terlebih paham atas azaz - azaz peradilan sebagaimana risalah
thalifah Umar ibn Khathab tersebut diatas, sehingga pencari keadilan akan
nerasa diperlakukan adil dan benar dalam memperoleh pelayanan
dministrasi di Pengadilan Agama.
3.Proses Yustisial:
Pencari keadilan setelah gugatan atau permohonannya didaftarkan
di kepaniteraan dan oleh Ketua Pengadilan telah ditetapkan susunan
majelis hakim serta Ketua Majelis Hakim telah menentukan hari dan

tanggal persidangan dan telah di il oleh seorang juru sita untuk

yustisial dihadapi oleh

sesuai hukum formil dan

hukum materiil yang berlakir - gama, gugatan Penggugat
akan diuji oleh kedua hukurjﬁ”icrseﬁﬁ{ dan akan memperoleh hak atau
stk mempeko P M B T oy o
proses persidangan, dim i yAdM pula harus diperhatikan
e INDONESIA

Proses persidangan oleh Majelis Hakim telah dibakukan tahapan
sebagai berikut :

1. Upaya perdamaian.
Dasar Filosofi : upaya damai harus dilakukan oleh majelis Hakim
dengan sungguh- sungguh atas pesan Al Qur’an Surat Al Hujurat ; 9

“jika dua golongan orang beriman bertengkar maka
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damaikahlah mereka, perdamaian hendaknya dilakukan dengan
adil dan benar, Allah mencintai orang yang berlaku adil

Dasar hukum formil dan materiil :

- Pasal 1851 KUHPerdata.

- Pasal 130 HIR,154 Rbg.

Dalam pasal 1851 KUH perdata disebutkan  bahwa
Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah
pihak, dengan menyerahkan , menjanjikan atau menahan suatu
barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung

ISLAM
imbulnya suatuperkara, perjanjian ini tidaklah

ataupun mencegah

sah, melainkan jika

[~

ulis. Dalam pasal 130 HIR

dan pasal 154 Rbg

UNIYERSITASS \

O
tert
Z
glyi persidangan yang telah
>

ditetapkan kedua belah” pihak rperkara hadir dalam

J‘JU w ¢ v “
persidangan, majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-

pihall ysg wehsendhbreérdbiies | T2 S
Dari ketem‘SoE ﬂ M Perdata tersebut, maka

perdamaiarmlwmmmlah timbal balik

dalam pengorbanan dari pihak-pihak berperkara. Tidak ada
perdamaian apabila salah satu pihak mengalah begitu saja dan
mengakui semua tuntutan pihak lawan seluruhnya tanpa reserve.
Demikian juga tidak ada perdamaian apabila pihak-pihak
bersengketa menyerahkan penyelesaian perkara atau tunduk saja
kepada nasehat pihak ketiga, maka dalam format putusan damai

dapat dikemukakan sebagai berikut:
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a) Adanya persetujuan kedua belah pihak yang bersengka;
Dalam usaha melaksanakan perdamaian yang dilaksanakan
oieh majelis hakim dalam persidangan, kedua belah pihak harus
sepakat dan menyetujui dengan suka rela untuk mengakhiri
perselisihan yang sedang berlangsung. Persetujuan ini harus betul
— betul murni datang dari kedua belah pihak dan tidak boleh ada
paksaan dari pihak lain.dengan demikian terhadap perjanjian

perdamaian berlaku sepenuhnya azaz-azaz umum persetujuan

ISLAM
sebagaimana yan{% \

arfy |pasal 1320 KUH Perdata

yaitu :1). adan@ pdEat secara sukarela atau
LUl

toestemming.2). ket%a be i cakap membuat persetujuan
-

atau bekwanneid.3);-obyek
24 J y

tertentu atau bcpa;l.lcié on;ief\vetip24). berdasarkan alasan yang
sperkobnd | [, ot Bipean at i
persetujuan yangItSaIi_tu ﬂMterdapat cacat pada setiap
= TRETONE STA™ = =

tersebut.

juan mengenai pokok yang

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka setiap perjanjian
perdamaian yang dibuat didalam persidangan majelis hakim
tidak boleh menyimpang dari pasal 1320 dan pasal 1321
KUHPerdata. persetujuan perdamaian itu sama sekali tidak boleh
mengandung unsur kekeliruan (dwaling), paksaan (dwang) dan

penipuan ( bedrog ). Perdamaian itu dapat dibatalkan apabila
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terdapat kekhilafan tentang orangnya dan tentang pokok
perselisihannya.
b) Mengakhiri sengketa.

" Dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg dikemukakan
bahwa apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan maka dibuat
putusan perdamaian yang lazim disebut dengan akta perdamaian.
Akta perdamaian yang dibuat itu harus betul - betul mengakhiri
sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak yang berperkara.

Apabila putusan perdamaian yang dibuat itu tidak dapat mengakhiri

sengketa antara pihak’y rkaé,makaputusanperdamaianitu
O
dianggap tidak memé formal, dianggap tidak sah dan

dalam persidangan majelis
hakim itu harus betuﬁﬁétul rl;e;igz;.kiliﬁ sengketa yang sedang terjadi
Sk i et s s -
betul mengakhiri Isgﬁsﬁ Mruhan dan diharapkan tidak

e T OTNES S A ™ premes

hendaklah dibuat dengan memenuhi unsur-unsur persetujuan
sebagaimana tersebut dalam pasal 1320 KUHPerdata, sehubungan
dengan hal ini pasal 1851 KUH Perdata memperingatkan bahwa
putusan perdamaian hendaklah meliputi keseluruhan sengketa yang
diperkarakan, dalam arti mengakhiri sengketa atau mencegah timbul

lagi sengketa di Pengadilan dalam persoalan atau kasus yang sama.



Agar putusan itu sah dan mengikat kepada pihak-pihak yang
berperkara, maka putusan perdamaian itu dibuat dengan sukarela dan
formulasi itu dibuat sendiri oleh pihak

c) Pe:rdamaian atas sengketa yang telah ada
Perdamaian itu sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 1851
KUHPerdata adalah persetujuan untuk menghentikan suatu perkara
perdata yang sedang diperiksa oleh Pengadilan atau yang akan
diajukan dimuka Pengadilan dengan menyerahkan, menjanjikan

atau menahan suatu barang, karenanya kasus yang sewaktu
/ ISLAM

perjanjian perdammﬁ did notfz'l\ perselisihan kedua belah
E O
pihak baru dalam ?ﬂ&ﬂﬂ didepan polisi, perjanjian

Z
Dari luraian ini dapat disimpulan
>

LLi
perdamaian seperti %1 i
)

bahwa putusan pel o1 ya terjadi dalam sengketa

261
perdata dan persengketaannya secara nyata telah terwujud secara

==UNIVERSITAS

d) Bentuk perdam*@ﬂs m.IM
Dalmsw Egrgﬁkemukakan bahwa
persetujuan perdamaian itu sah jika dibuat secara tertulis. Syarat
ini sifatnya imperatif (memaksa) jadi tidak ada persetujuan
perdamaian apabila dilaksanakan dengan cara lisan dihadapan
pejabat yang berwenang. Akta perdamaian harus dibuat tertulis
sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang

berlaku.*

" Abdul Manan, Penerapan, hal 229.
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2. Pembacaan surat gugatan dan jawaban Tergugat.

Setelah anjuran damai kepada para pihak yang bersengketa telah
dilaksnaakan oleh inajelis hakim, tetapi tidak berhasil maka langkah
selanjl.ltnya adalah membacakan surat gugatan yang diajukan oleh
Penggugat, pembacaan surat gugatan itu dilaksanakan dalam sidang
terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara perceraian, majelis hakim
harus membacakannya dalam sidang tertutup untuk umum.

Setelah pembacaan surat gugatan dilaksanakan, majelis hakim
menanyakan kepada Tergugat apakah surat gugatan yang dibacakan itu

ISLAM
sudah dipahami atau belufh, kalay beluntdipahami, maka majelis hakim

T
a

menanyakan point-poin lirh diketahui / dipahami itu dan
Z

selanjutnya majelis glenjelasan tentang hal-hal yang
D>

}inka Tergugat sudah paham

JJQ ‘ - . el .
dengan isi gugatan Penggugat, maka Majelis hakim menanyakan kepada

Tergugat hpakhig e frenfawi Ssechral isdahatfimstertutis, Apatah
akan dijawab sekaranq 5 hmﬂcMepada majelis hakim untuk
menyusun jawlNﬂanNEISTl Aproses pemeriksaan

masuk kedalam tahap jawab menjawab, hak antara pihak dengan pihak
maupun antara hakim dengan para pihak yang berperkara.

Dalam pasal 141 RR dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan
jawaban adalah bantahan atau pengakuan mengenai dalil-dalil gugatan yang
diajukan oleh Penggugat. Oleh karena itu, jawaban hendaknya disusun
berdasarkan pada dalil-dalil gugatan Penggugat agar mudah dipahami. agar

jawaban mudah dipahami, cukup dilakukan dengan mengikuti point-point
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gugatan Penggugat.Ada pula dalam jawaban dilakukan dengan terlebih
dahulu mengulang dalil gugatan yang hendak dijawab terlebih dahulu baru
kemudian memberikan dalil - dalil jawabanuya.Dalam memberikan jawaban
terhadap gugatan Penggugat harus dipertimbangkan apakah jawaban
tersebut menguntungkan kedudukan Tergugat atau merugikan, kalau
merugikan tidak perlu dikemukakan dalam jawaban tersebut, jawaban
hendaknya disusun secara singkat, jelas dan  tidak mendua arti.
Pergunakanlah bahasa hukum yang sederhana, mudah dimengerti dan tidak
perlu ada penafsiran lagi, guna mendukung dalil - dalil bantahan dapat
ISLAM

dipergunakan sumber - s@be yurisprodensi, doktrin,
kebiasaan - kebiasaan dan m- aﬁ)vang hanya didasarkan pada
ena‘piamg bantahan.!  Dalam

ith menkonfermasikan kepada

logika kurang menguntungkan’dan

praktek, setelah pembacaan st

Penggugat apakah ada perubahan, tambahan atas posita ( dalil — dalil gugat
tn e RIS G T2 B v
biasanya jawaban Tergugal @Itc_lah AnMan kuasa hukum dibacakan
dalam bentuk i

mEEINDONESIA

Tahap jawab jinawab yang berlangsung beberapa kali disebut
dengan replik, duplik, rereplik, reduplik dan dari tahapan ini hakim telah
memperoleh fakta-fakta awal tentang pokok sengketa, dari fakta yang
muncul dari jinawab pihak-pihak berperkara akan diperkuat oleh masing-

masing pihak dengan pembuktian sebagai peneguh dalil gugatan Penggugat

*! Ibid.
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dan jawaban Tergugat dari sini majelis hakim akan menemukan fakta
hukumnya.

Sebagaimana ketentuan pada pasal 49 ayat (1) Uu No. 3 tahun 2006
yang menja;cii kewenangan Peradilan Agama secara garis besar perkara-
perkara permohonan dan gugatan. Untuk perkara permohonan dalam
praktek tidak memerlukan acara jawab jinawab karena permohonan datang
dari satu pihak yaitu Pemohon, tidak ada pihak lawan. Tahap jawab jinawab
akan muncul dalam perkara gugatan yang biasanya terjadi ikhtilaf antara

dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat, sehingga akan terjadi jawab

B ISLAM
Jinawab sebagai hak untuk salifig mendali diriannya.
= O
Perkara-perkara perm((irho (praktek selama ini meliputi
Z
LU
bidang antara lain; > m
yd 2
. G . |2 >
- Dispensasi nikah bagi yang b y.
- Pengesahan ( itsbat) nikah sebagai ganti akte nikah yang hilang / rusak

 Peare SARAHE RS AT o s
di bank, asuransi dan_‘aSaEaAMs yang meninggal.
P I ST

- dan lain-lain perkara yang sifatnya Voluntair.
Perkara-perkara gugatan meliputi.

- gugatan perceraian oleh pihak isteri.

- Perceraian karena talak oleh suami.,

- Izin beristeri lebih dari seorang.

- Gugatan harta bersama bagi suami isteri yang telah bercerai.

- Gugatan kelalaian nafkah suami.
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- Gugatan harta warisan.
- Gugatan harta wakaf.
- Dan lain-lain perkara yang sifatnya Contensius termasuk nantinya
Senéketa Bisnis Syari’ah.
Dalam perkara sengketa perdata apapun jenisnya, hal yang penting
dalam penyelesaiannya adalah tahapan pembuktian.
3.Pembuktian perkara gugatan.
Tentang pengertian pembuktian sudah disinggung dalam bab

pendahuluan pada intinya adalah kehendak pihak-pihak berperkara untuk

ISLAM }
meyakinkan Hakim tentang @cn dalil yang dikemukakan dalam
e aa O
suatu persengketaan. 0 O
Berdasarkan pasal 1865 K erdata, pasal 163 HIR dan pasal
5 >
283 Rbg bahwa barang siapa ndalitkan bahwa ia mempunyai suatu

GiliSiiE]
hak atau guna meneguhkan haknya sndiri maupun membantah hak orang

tain, menunjul, sdafi il iokafrmbmbullkan adanya hak atau
peristiwa tersebut, dari bunl'g'}ﬂmﬂam:ﬁal tersebut maka Hakim
on meme RO ONESTA e e

dibuktikan serta menilai alat-alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang
bersengketa.
3.1.Pihak yang harus membuktikan :

Berdasarkan dalil pada gugatan tentang adanya suatu hak dan
selama dalam tahapan jawab menjawab Penggugat tetap mempertahankan
dalilnya, maka ia adalah pihak yang punya kepentingan, maka harus

membuktikan agar kepentingannya dapat dinilai hakim dan diberi putusan
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sesuai yang diharapkan.Demikian juga pihak Tergugat dengan dalil
bantahannya atas dalil Penggugat, ia mempunyai kepentingan untuk
membela pendiriannya. Maka beban pembuktian terletak atas diri pihak-
pihak bers;ngketa, mereka wajib membuktikan segala peristiwa kejadian,
atau fakta yang disengketakan dengan mengajukan alat-alat bukti yang sah
menurut undang-undang.

Dalam praktek, hak mengajukan alat-alat bukti didahulukan pihak
Penggugat, majelis hakim memberikan kesempatan yang sama kepada

Tergugat pada tahapan berikutnya hingga masing-masing pihak

“Ahsinnasa limajlisika waqadhaika “

Oleh karerlan}d Bkt —rermbebani| pefmbidia secara seimbng
et -k b/, A
Mekanisme MWEHSGF tian dalam undang-

undang disebutkan antara lain :

a. Pasal 44 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan
bahwa dalam hal suami menyangkal tentang keabsahan anak yang
dilahirkan dalam ikatan perkawinan, maka wajib bukti ada pada
suami.

b. Dalam adanya pelanggaran shighot ta’lik yang tertulis dalam akte

Nikah oleh suami, maka wajib bukti ada pada isteri.
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c. Menurut pasal 1244 KUHPerdata menyebutkan” Jika ada alasan
untuk itu berhutang harus dihukum mengganti beaya, rugi dan bunga
apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hak itu tidak ada tidak
pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu disebabkan
suatu hal yang tidak terduga, untuk dapat dipertanggung jawabkan
padanya kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada
pihaknya, dalam bahasa lain dapat dikatakan tentang keadaan

memaksa atau overmach, force majaure beban pembuktian ada pada

DIBITUR.
ISLAM \
d. Pasal 1365 KUHPe “Tiap perbuatan melanggar hukum yang
= O
membawa kerugian @'a ewajibkan orang yang karena

LU
salahnya menerbiﬂ%n tu mengganti Kerugian-

kerugian tersebut”

2

mak ada 1illegal act ( perbuatan

sl Nl ) b poaTabties She e g
o e ) PHAEEIR B T B v
pembuktian ada @ﬂ ﬁnm eigenaar. -
£ Pasl 1394 KUffPegipo sttpe—sews dya bungs yang harus

dibayar, beban pembuktian ada pada debitur yang sudah membayar

cicilan.
3.2. Apa yang harus dibuktikan
Sesuai dengan tujuan pembuktian yaitu untuk memberikan kepastian
kepada hakim tentang adanya peristiwa tertentu, maka yang harus
dibuktikan adalah perisrtiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para

pihak-pihak dalam hal sesuatu yang belum jelas atau yang menjadi
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sengketa. jadi yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan kejadiannya yang
telah dikontatir dan dikualifisir. tentang hukumnya tidak perlu dibuktikan,
karena hakimlah yang akan menetapkan hukumnya dan hakim dianggap
tahu hukum ( ius curia novit), oleh karena itu seorang hakim haruslah
mempunyai ilmu pengetahuan hukum yang cukup.Hukumnya tidak perlu
dibuktikan, termasuk juga hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan.
ketentuan ini dapat disimpulan dari pasal 178 ayat (1) HIR dan pasal 189
ayat (1) R.Bg dimana dikemukakan bahwa tentang hukumnya, secara

ex officio harus dianggap sudah diketahui oleh hakim.
ISL A M

Peristiwa - peristiwa y. dimuka sidang Pengadilan
harus memenuhi syarat-syarat dbb t O

a) Peristiwa atau kejadm%
>

mempakan peristiwa atau

kejadian yang dise uktian itu merupakan cara

)/L;‘/”P_tb‘. .
untuk menyelesaikan sengketa. kalau sendainya peristiwa atau

el e i i,
tidak perlu dlbuknk'.@tkaﬁ Mlsnwa atau kejadian yang

odeh dall RS ETAE S TA

b) Peristiwa atau kejadian tersebut harus dapat diukur, terikat dengan
ruang dan waktu. hal ini logis, sebab peristiwa-peristiwa kejadian-
kejadian yang tidak dapat diukur tidak dapat dibuktikan.

c) Peristiwa atau kejadian tersebut harus berkaitan dengan hak yang
disengketakan, karena pembuktian itu tidak mengenai hak yang
disengketakan itu sendiri, tetapi harus dibuktikan adalah peristiwa

atau kejadian yang menjadi sumber hak yang disengketakan.
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d) peristiwa atau kejadian itu efektif untuk dibuktikan, maksudnya
bahwa sering untuk membuktikan suatu hak terdiri dari rangkaian
beberapa peristiwa atau kejadian, maka peristiwa dan kejadian itu
merl;pakan salah satu manerangkan peristiwa atau kejadian tersebut.

e) Peristiwa atau kejadian tersebut tidak dilarang oleh hukum dan
kesusilaan.

Peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak belum tentu

semuanya penting bagi hakim sebagai dasar pertimbangan hukum

putusannya.peristiwa atau keadilan yang ditemukan dalam persidangan itu
ISLAM

harus disaring oleh hakim. yang relevaiy bagi hukum dan mana yang
E )
tidak, peristiwa atau kcjadialicfc)y itulah yang harus dibuktikan
Z
L
oleh hakim dalam persidm%an deadlkan dasar putusannya
> >

Disamping itu hal-hal yang aimana telah dijelaskan

2O L)AL )\
diatas juga harus dibuktikan hak-hak yang menjadi sengketa.

3.3. Alat-alat MMV&%F’:I:A&II@HL
Lembaga Peradilan paclaSlE)ﬁnM Peradilan Agama dalam
menmgnt e IO OTNE STA™ =

formil dan materiil, masing-masing telah ada sumber hukumnya untuk
memilih dan diterapkan sesuai proporsinya.

Para pihak yang berperkara bebas memilih alat bukti apa yang dapat
mendukung dalil-dalilnya dan bantahannya namun terbatas pada frame work
yang telah digariskan dalam peraturan perundang — undangan, hingga saat

ini yang masih menjadi pegangan dalam praktek peradilan perdata adalah
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ketentuan Hukum pada pasal 164 HIR.284 Rbg. dan pasal 1866 KUH
perdata alat-alat bukti terdiri atas :

1. bukti tertulis / bukti dengan surat-surat.

2. bukti dengan saksi-saksi.

3. persangkaan-persangkaan.

4. pengakuan.

5. sumpah.
Masing - masing alat bukti tersebut mempunyai kwalifikasi kekuatan
pembuktian dan batas minimal, sehingga dapat dinilai sebagai alat bukti

( ISLAM "\

yang sah menurut hukum. “

g
e

ad.1) Klarifikasi nilai kekuam@d&ﬁﬁnﬂ bukti tulisan/surat- surat
m

sebagai berikut :

NE AN\

IS3

>
Z
)

S

b. sebagai akta dibawah tangan.

c. schagaibich bepiakafo perdgabuimdpiti S\ S
Alat bukti autentik nil* silﬂn ﬂmeya sebagaimana disebut
dalam pasal ISTNB@N ESrI ﬁRbg pada intinya

mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat isi

a. sebagai akta autentik.

dan penyataan yang tercantum didalamnya sempurna dan mengikat
kepada para pihak dan kepada hakim mengenai apa yang disebut dalam
akte tersebut, sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta
yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan.

Batas minimalnya cukup pada dirinya sendiri tidak memerlukan

dukungan bukti lain, namun bisa berubah nilainya apabila terhadap bukti
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itu diajukan bukti lawan yang sedemikian rupa setara dan sempurna,
maka akta otentik hanya menjadi bukti permulaan tulisan, sebagai misal
sertifikat tanah hak milik ganda, STNK bermotor dan lain-lain, maka ia
memerl;lkan dukungan bukti lain seperti saksi- saksi ;

Akte dibawah tangan nilai kekuatan dan  batas minimal
pembuktiannya tersebut dalam pasal 1875 KUH perdata 288 Rbg yang
intinya agar akta tersebut melekat kekuatan pembuktiannya, maka
syarat-suarat yang harus dipenuhi adalah dibuat oleh sekurang-

kurangnya sepihak atau ihak tanpa campur tangan pejabat
ISLAM
berwenang ditandatangar ig)emb atau pi -pihak dan diakui isi dan

&= O
ilai deggan akta otentik mempunyai

tandatangannya, maka ia

LUl
m
kekuatan sempurna dan m%aglka 0
- >
Batas minimalnya mamp d 1 tanpa dukungan bukti lain,

.

namun dapat berubah hanya menjadi bukti permulaan tulisan apabila

disjukan bukel | Yahe/sbs Fo 5 Bl tpdbpaligan didatamnya
diingkatipihak[awaﬁ. | ISI_AM |

s g Y NGB J, e i
diatur dalam pasallh‘!wKUHPerdata dan 291 Rbg ﬁiﬂﬁnya sah sebagai
alat bukti harus memenuhi syarat formilnya dibuat atau ditulis dengan
tangannya sendiri oleh penandatangan dan memuat tandatangan
pembuatnya, syarat materiilnya memuat pengakuan utang atau penyerahan
barang dalam jumlah tertentu atau barang tertentu nilai kekuatan
pembuktiannya sama dengan akte otentik, sempurna dan- ‘mengikat, batas

minimal pembuktiannya sama dengan akte otentik dan akte dibawah tangan



dan akan hanya menjadi bukti permulaan tulisan apabila dikalahkan oleh
bukti lawan, isi dan tandatangan diingkari pembuat apabila demikian
keadaannya perlu dukungan bukti lain.
ad 2) Nilai kekuatan pembuktian dan batas minimal alat bukti saksi-saksi.
Menurut pasal 1908 KUHPerdata pasal 172 HIR bahwa hakim
bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi-saksi
berdasar kesamaan atau saling berhubungan antara saksi yang satu
dengan lainnya. kebenaran keterangannya dianggap tidak sempurna
dan tidak mengikat, hakim tidak wajib terikat untuk menerima atau

menolak kebenarannya sai prinsip ini Hakim bebas

Batas minin

m
1905 KUHPerdata [%1 16 bahwa keterangan saksi seorang saja

dengan tidak ada I AL "v‘m didalam hukum tidak dapat
dipercaya (unus testis nullus teetis) maka paling sedikit 2 orang saksi

s g 5 4 i o s
pessgus | o A\

ad.3) Nilai kekllﬁdﬁaa ini mgﬂmm
1atur pasal | erdata, pasal 174 HIR

Pengakuan
intinya kalau pengakuan itu tegas tanpa syarat dan klausul, diam
tanpa pengingkaran (jawaban) dan pengingkaran tanpa alasan, maka
1a sebagai sempurna dan mengikat serta menentukan, pengakuan yang
demikian mempunyai nilai yang mutlak, Hakim terikat untuk

menerima sebagai dasar mengambil putusan.

75
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Nilai kekuatan mengikatnya tidak bisa dicabut kembali,
pencabutan hanya dimungkinkan apabila yang bersangkutan dapat
membuktikan pengakuan itu akibat kekhilafan mengenai hal-hal
yané terjadi.Batas minimalnya, mampu berdiri sendiri tanpa
dukungan bukti lain.

Pengakuan berklausul diatur dalam pasal 1924 KUHPerdata
pasal 176 HIR pada intinya nilai kekuatan pembuktiannya bersifat

bebas, tidak sempurna dan tidak mengikat, hanya sebagai bukti

permulaan, batas mini ia ti mampu berdiri sendiri harus
ISLAM
didukung alat bukti lain,,

(._
ad. 4) Nilai kekuatan pembuktian mal persangkaan.
11|
menurut pasal 1915 pasal 1916 KUHPerdata dan 1922 KUHPerdata,
D >
pasal 173 HIR yang pada -
undang dan persangkaan tidak berdasarkan Undang-Undang. Pasal

1915 WIMEBJ&TEA&;M yang

oleh Undang—undarksi_ole itariknya suatu peristiwa

s et PSP B

Pasal 1916 persangkaan — persangkaan semacam itu diantaranya :

3 NBD AN

gkaan menurut Undang-

a. Perbuatan yang oleh Undang-Undang dinyatakan batal, karena semata-
mata demi sifat dan wujudnya
misalnya ; pasal 1323 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat berdasarkan

paksaan (dwang) merupakan alasan batalnya perjanjian.
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- pasal 1446 KUH Perdata perjanjian yang dibuat oleh orang yang
belum dewasa dan dibawah pengampuan adalah batal demi
hukum.

- pz;sal 1178 ayat (1) segala janji yang memberi hak kepada kreditur
(pemegang hypotik) memiliki barang hypotik adalah batal dalam
arti klausul perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

- tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian sebagaimana ketentuan

pasal 1320 KUH Perdata.

- pasal 6 Undang-Undan 1974 Perkawinan harus ada
ISLAM
persetujuan calon s isted

7
Z
V)
g No.l tahun 1974 tentang

larangan nikah pasal 5 U dang No. 1 tahun 1974
o

tentang Poligami harus- rarat kumulatif: adanya
DI, ’

persetujuan isteri / isteri-isteri 'adanjra kepastian bahwa suami

enr IR ST B ke
mercka dan adany Jaminan sCmilakdn berlaku adil terhadap
s SR S A\

Dan beberapé persangkaan Undang — Undang yang tidak
dapat dibantah antara lain pasal 1338 KUHPerdata bahwa semua
perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang
bagi para pihak yang membuatnya.Hal ini melahirkan persangkaan
Undang-Undang bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah

mengikat kepada para pihak, namun apabila tidak dibuat dengan cara
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yang sah persangkaan undang-undang menyimpulkan persetujuan itu
tidak mengikat kepada para pihak.*
b.persangkaan Hakim.

Menurut pasal 173 HIR, pasal 1922 KUHPerdata
persangkaan yang dilakukan hakim tidak berdiri sendiri,
mendasarkan pada fakta dalam persidangan untuk mengungkap fakta
yang belum diketahui dengan cara menarik kesimpulan dari fakta
yang sudaha da dan terbukti, misalnya ketentuan pasal 125 HIR,149

Rbg, Tergugat yang telah dipanggi a sah dan patut sesuai relas

panggilan tidak hadir, ya tanpa keterangan yang
sah dan gugatan Penggi befdlasan dan berdasar hukum,
maka tidak hadirnya %gugat ajelis berkesimpulan tidak
menggunakan hak ja X fas dalil-dalil Penggugat dan

majelis dapat menjatuhkan p enéan tanpa hadirnya Tergugat

=)NIVERSITAS
wosmm  [SLAM

] RSO R B e st

kepada para saksi — saksi yang akan memberikan kesaksian,
meskipun bukti saksi hanya dalam kwalitas bukti bebas dalam
penilaian hakim, namun sebagai orang yang akan memberikan
kesaksian diangkap sumpah yang secara filosofi dapat dianggap

sebagai orang yang dipercaya keterangannya.

“* Yahya Harapan,Hukum, hal 692
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Untuk pihak — pihak berperkara hampir tidak pernah terjadi
diambil sumpah karena keadaan sekarang orang cenderung
berpandangan sekuler sehingga dengan rendah mempertahankan
dalifnya demi keuntungan dirinya orang berani mengangkat sumpah.

Dalam tiori ketentuan bab VI KUH Perdata mengatur
tentang sumpah yang pada intinya:

Dalam perkara perdata sumpah yang diangkat oleh salah satu
pihak dimuka hakim itu ada dua macam:

1. Sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak

ISLAM
pu perkara padanya sumpah

lawan untuk men:
$isoir).

jabatannya, diperintahkan

KUHPerdata ).

J/L) /"'. el o .
Dengan memerintahkan sumpah pemutus itu pihak yang

memeckab ool By ST oy B melepastan
suatu hak.tentunya I:@Iﬂmaﬂ terhadap suatu hak yang
e R ONESTA ™ = ==
hanya men:e!nai utang-piutang hak milik dan warisan.

Mengenai sumpah pemutus itu oleh pasal 1932 KUHPerdata
dikatakan ;”Barang siapa diperintahkan mengangkat sumpah
dan menolak atau menolak mengembalikannya, atau barang
siapa memerintahkan sumpah dan telah kepadanya
dikembalikan sumpah itu, menolak mengangkatnya, harus

dikalahkan dalam tuntutan maupun tangkisannya”:.
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Agar sumpah yang diperintahkan oleh suatu pihak kepada
lawannya itu dapat memutuskan atau mengakhiri perkara, maka
dengan sendirinya sumpah itu harus mengenai hal atau peristwa
yang? menjadi perselisihan.

Sumpah yang diperintahkan oleh Hakim dinamakan sumpah
suppletoir atau sumpah tambahan karena itu dipergunakan oleh
hakim untuk menambah pembuktian yang dianggapnya kurang
meyakinkan.
hakim dapat memerintahkan sumpah tambahan itu apabila :

ISLAM
isan_ tidak terbukti dengan sempurna.

1. Tuntutan maupun
2. Tuntutan maupun| a tidak sama sekali tak

terbukti.

UNIVEF??IT

Hakim dapat memerin untuk menetapkan jumlah
yang akan dikabulkannya, misjabnya’:ﬁéﬁgén;i“ kerugian yang dituntut atau
s menetapk, g o s preln st e
ini tidak dapat dlpennmhk'sLhAAIM si Penggugat selainnya

apabila tidak ada jalwmi m rﬁitu, bahkan dalam

hal yang demikian itu hakim harus menetapkan hingga jumlah mana si
Penggugat akan dipercaya akan sumpahnya.Sumpah ini lazim dikenal
dengan nama ” Sumpah penaksir > **

Dalam tiori Figih menurut Sayyid Sabiq cara menetapkan dakwaan

adalah dengan ikrar, kesaksian, sumpah dan dokumen resmi.*

4} Subekti, Hukum hal 56 - 61
* Sayyid Sabiq.Figih, hal 49



81

Ikrar : merupakan dalil yang terkuat untuk menetapkan dakwaan
pendakwa, mendasarkan pada dalil :

”Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang-orang yang
benar-bem;r penegak kebenaran, menjadi saksi karena Allah biarpun
terhadap dirimu sendiri 7%

Kesaksian ;( Syahaadah):
Beberapa dalil yang berhubungan dengan kesaksian sebagai berikut :

“Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, maka

datangkanlah empat orang diantara kamu untuk menjadi saksi e

 ISLAM

“ Dan orang - orang yang hﬂenuduh wanita + wanita yang baik — baik
91

O

berbuat zina, dan merao:ﬁz ndatangkan empat orang
T Z
saksi ....."” > 0
% —

“Mengapa mereka ( orang ngn luh-itu) tidak mendatangkan

empat orang saksi atas beritd bo

Ko s o] NGO o2, S TH 5 o o
S| AM

berfirman Allah Ti’

N

“Dan persaksikanlah deanadOua ungEsE Jaﬁ:ang-orang lelaki
diantara kamu, Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang
lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai,
supaya jika yang seorang lupa maka seorang lagi

mengingatkannya.”

* Q.S.An Nisa’(4):135

% Q.S..An Nisa’(4) :15

“7Q.S. An Nur (24):4dan 13
““ Q.S.. Al Baqarah (2 ) : 282
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Maksudnya, carilah kesaksian dari dua orang lelaki, bila tidak ada
dua orang lelaki, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan, yang
demikian ini adaiah dalam urusan harta benda seperti jual beli, hutang
piutang,- sewa menyewa, gadaian, pengakuan harta benda dan
penggasaban ( pengambilan manfaat barang tanpa izin ).*

Disyaratkan diterimanya kesaksian adalah : Islam, adil, baligh dan
berakal.

Sumpah:

Mendasar'’kan Hadits aw :” bukti itu wajib bagi
ISLAM
%) & ;
orang yang men sedang, su wajib bagi orang yang
(_

7

. S0 v
mengingkarinya % v g
m

Bila sumpah dita orang|yang terdakwa karena tidak
o) >
adanya bukti dari pend% | @ng yang terdakwa itu tidak

berani dan tidak mau bersumpah, maka ketidak beraniannya untuk

MMMMMMEIR&;EA &aan tersebut,
sebab seandainya dia bénar [dalan keifigkdrannya, tentulah dia tidak

e k. ) SRR e o

terang dan terkadang ditunjukkan dengan diam.”’
Bukti tertulis dan Dokumen yang dipercaya :
Karena manusia telah terbiasa bermu’amalah dengan
menggunakan dokumen dan memeganginya, maka sebagian ulama
mutakhir memberikan fatwa diterimanya tulisan dan dipergunakannya,

hal itu dipegangi oleh majalah Al Ahkamal ’adliyah.Majalah ini

* Sayyid Sabigq, Figih, hal 71
° H.R.Al Baihaqi dan Tabrani.
*! Sayyid Sabiq, Figih, hal 80
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menerima ditetapkannya dokumen-dokumen hutang piutang, kotrak
bisnis dan lain-lainnya.”

Dari penanganan bidang yustisial setelah tahap pembuktian maka
Majlis Haklm harus memberikan putusannya, didalam ketentuan hukum
formil tidak mengatur tentang cara pembuatan keputusan, hanya mengatur
tentang apa yang harus dimuat dalam putusan sebagaimana ketentuan dalam
pasal 183, 184, 187 HiR / 194, 195, 198 RBg dan pasal 25 UU No. 4 th

2004 tentang putusan terdiri dari kepala putusan, identitas pihak-pihak

Putusan yang dijatuh fajlis Hakim terdiri dari beberapa jenis

putusan, antara lain:

a. Putusan Condemnato J,kum pihak yang dikalahkan

)
BTI

untuk memenuhi prestasi, didalam praktek jenis putusan ini biasanya

aiberikdo Jofas| bohidrdsefgkeia tehiabe Adlalaian pemenutan
kewajiban hukuml sflllmhMuIang, biaya hadhonah,
i (IYLTENEND 23, 0 o v

menghukum harus dipenuhinya sebuah prestasi, yang berhubungan
dengan perikatan yang timbul karena undang-undang termasuk
tentunya putusan tentang sengketa bisnis syariah.

b. Putusan Constitutif, meniadakan atau menciptakan suatu keadaan
hukum, dalam praktek biasanya putusan jenis ini diberikan atas

perkara perceraian, penetapan Wali yang adhal, izin poligami, dil

%2 Sayyid Sabbiq.Figih. hal.84.
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perkara hukum keluarga yang sifatnya menetapkan adanya atau
berakhirnya hubungan hukum antara pihak-pihak.

c. Putusan Deklakatoir, sifatnya menerangkan atau menyatakan apa
yang sah, misalnya sahnya anak hasil perkawinan suami isteri yang
disangkal oleh salah satunya sahnya suatu perkawinan yang pernah
dilaksanakan dalam hal akte nikah hilang / rusak dan lain-lain yang
sifat mempunyai nilai kekuatan mengikat.

Dari ketiga jenis putusan tersebut yang memerlukan eksekusi

adalah jenis putusan condemnatoir apabila isi putusan tidak
ISLAM

dilaksanakan secara {’rela oleh ya/g{ dijatuhi hukuman (yang
O
dikalahkan). v& 0

g su@h diluar proses persidangan
>

&=

)

04

LI
Eksekusi adalah ])%kara
o)
oleh Majlis Hakim, ia c
200 : :
sebagai penanggung jawab akhir atas penanganan perkara melalui

Ada beberapa J%EWM@ putusan antara lain:
Pelaksanaan put"ﬂ@l@ NE;SI’%R tentang eksekusi

putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar

nangan Ketua Pengadilan

sejumlah uang, eksekusi putusan yang hanya menghukum orang untuk
melakukan perbuatan (Pasal 225 HIR) dan eksekusi riil (pelaksanaan
putusan untuk melaksanakan prestasi oleh Debitur yang wan prestasi) dll

yang berhubungan dengan putusan Condemnatoir.
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Hal lain sebagai tambahan, namun patut diperhatikan berkenaan
dengan pelaksanaan putusan (eksekusi).

Bahwa obyek kewenangan Peradilan Agama disebutkan dalam pasal
49 Undangr — Undang No.3 Tahun 2006 ada 9 (sembilan) item. Dan 9
(sembilan) item yang meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibbah, wakaf,
zakat, infaq, shodagoh, dan ekonomi syari’ah yang menyangkut masalah
sengketa harta sudah tidak ada pilihan hukum atau alternatif lain tentang

peradilan mana yang berwenang. seluruh sengketa harta yang subyek

hukumya orang islam adalah k ilan Agama sebagaimana
ISLAM
pasal 50 ayat (1) menyebu (aDal m ha i sengketa hak milik atau

=
sengketa lain dalam perkara :@a gai sud 49, khusus mengenai

58

m

dahulu oleh Pengadilan dalam
>

: }Je:jadi obyek sengketa hak

)JU ' = r | "
milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara

orang-orang yMME&%l@A&dipums oleh
Pengadilan agama bemmna—ia&ﬂmﬂMm dimaksud pasal 49.
D i Y PR e ok

hanya dibatasi dibidang perbankan syari’ah, melainkan juga di bidang
ekonomi syariah lainnya. Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang
beragama islam ™ adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan
sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum islam
mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai
dengan ketentuan ini pasal . penjelasan pasal 50 ayat (2)” Ketentuan ini

memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus
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memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan
obyek sengketa yang diatur dalam pasal 49 apabila subyek sengketa antara
orang — orang yang beragama islam. Hal ini menghindari upaya
memperlm;lbat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan
adanya sengketa hak milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat
oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan
Agama. Sebaliknya apabila subyek yang mengajukan sengketa hak milik
atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subyek bersengketa di

Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu

I
putusan gugatan yang dia@m

(_
Umum. Penangguhan dlrddq(s

didaftarkan gugatan di Pe I egerr obyek sengketa yang
2 ,

SGUIALIINS
sama dengan sengketa di Pengadilan Agama. Dalam obyek sengketa lebih

s itk SN VARG H 2 o i
keberatannya. Pengadila.nl gﬂlﬂpﬂw]enangglmkan putusénnya,
i AT ORE STA

Dari apa yang termuat dalam penjelasan pasal 50 ayat (2) tersebut di
satu pihak benar-benar mencerminkan kewenangan absolut Peradilan
Agama atas sengketa perdata kebendaan bagi yang subyek hukumya
antara orang-orang yang beragama Islam. namun dipihak lain masih ada
bagian krusial berkenaan dengan diperlakukannya pasal 1 angka 23 UU
No.10 tahun 1998 tentang azaz prudential standard, atau rambu-rambu

kesehatan bagi perbankan bahwa nasabah dibitur menyerahkan barang
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agunan sebagai tambahan jaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan
prinsip syari’ah. Apabila obyek jaminan itu lebih dari satu dan telah
lebih dulu menjadi obyek sengketa di Peradilan Umum oleh nasabah
non n;uslim, maka masih ada peluang untuk menghindar atau
setidaknya mengulur waktu penangguhan pelaksanaan putusan
(eksekusi) meskipun amar putusan meghukum debitur sebagai tergugat
menyerahkan barang jaminan ats perbuatan wan prestasi. Sedangkan

barang jaminan tersebut menjadi perkara pula dengan pihak lain di

Peradilan Negeri.
y( ISLAM
Dengan diuraikann gpem ahasan /Zentang hukum formil dan
= O
materiil dan pembahasan @1 Ang Yaistisial penyelesaian sengketa
L
perdata tersebut diatas, @m lakan lebih terfokus kepada
)

sasaran Tesis “Pembukiis Penyelesaian Sengketa Bisnis

Syari’ah ”

UNIVERSITAS
ISLLAM

INDONESIA



BAB IV

PEMBUKTIAN PENYELESAIAN SENGKETA
BISNIS SYARIAH

Pembuktian dalam hubungannya dengan Bisnis syariah adalah
merupakan bagian tehnis yustisial seperti perkara-perkara perdata lainnya
bahwa tahapan ini adalah penting dalam penyelesaian sengketa di Peradilan
untuk memperoleh kebenaran fakta atas obyek yang disengketakan oleh

pihak — pihak  berperkara, kalau dalam perkara perdata umumnya

pembuktian telah ternyata n@akﬁl-b@l\m pethatian oleh beberapa ahli
Z

bidang hukum dengan mdm:m

pembuktian, dengan mendasa

diadopsi menjadi bagian hukum

. ;
kemasan KUH Perdata dan ka%jﬂé&ﬂj @J
e NNV ERSHT RS ™

dalam praktek di Peradilan A hany. saw pembuktian tersebut
dipedomani dengan penyempurnaan dari tiori hukum acara versi figih

yang telah difommlmmg[\k!ﬁﬁﬁ:g perkara, Dalam

hubungannya dengan perkara sengketa Lembaga Keuangan Syariah,

ukan di Indonesia dalam

berkenaan dengan usahanya menyalurkan dana kepada masyarakat maka
hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana penerapan hukum
pembuktian tersebut yang selama ini dipraktekkan di Peradilan Agama atas
kasus sengketa Lembaga Keuangan Syari’ah.

Penyelesaian sengketa perdata pada umumnya mengandung

maksud upaya menurut hukum mengatasi suatu kasus yang ditimbulkan dari

88
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adanya sebuah hubungan hukum antara pihak - pihak yang mempunyai
kepentingan dalam kasus tersebut, biasanya berupa tidak terpenuhinya suatu
hak disatu pihak atas kewajiban pihak lain setelah pihak - pihak yang
bersangkut:an terikat dengan suatu perjanjian tertentu menurut undang-
undang atau perjanjian atas kehendak pihak - pihak sendiri.

Hubungan hukum yang akhirmya mengandung sengketa  berarti
hubungan yang dibenarkan menurut hukum formil maupun materiil
semisal hubungan yang diakibatkan dari adanya sebuah perjanjian karena

Undang-Undang, misalnya perkawinan , wakaf dan karena perjanjian murni

atas kehendak pihak-pihak #e i jual beliy sewa menyewa, yang dalam

maka perjanjian itu sehing i syarat formil dan materiil

masuk lingkup hukum perda yari’ah terjadi adanya pihak

Cesibion M el et il sl Shry g vk
coug [P b et S, s pedso
barang dan nasabah sebig Ebﬂmdengan membayar system
neeme e MDD ONRESIA = ™

bersangkutan dengan penyaluran dana pembiayaan kepada masyarakat
untuk suatu usaha atau untuk pengadaan barang - barang konsumtif
produktif seperti Mudharabah, Murabahah, tersebut serta adanya khausul
bagi hasil ( profit sharing ) dan hal-hal lain sebagai syarat formil dan
materiil, maka terjadilah hubungan hukum yang apabila terjadi sengketa

harus melalui prosedur hukum.
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Pertanyaannya adalah bagaimana pembuktian dan penyelesaian
apabila terjadi sengketa perdata Lembaga Keuangan Syari’ah dan bukti-
bukti apa yang relavan dengan masalah tersebut sebagaimana sesuai dengan
variabel pada rumusan masalah dalam Tesis ini, maka untuk menjawab
masalah ini , maka perlu dikaji hal-hal sebagai berikut :

A.Obyek Sengketa dalam Bisnis Syari’ah :

Dalam penyaluran dana, pihak Lembaga Keuangan Syari’ah kepada

nasabah pengguna dana mesti diformatkan dalam sebuahakad, misalnya

akad mudharabah, disana tercantum beberapa klausul antara lain :
ISLAM
- adanya pencantuman har al penandatanganan akad oleh pihak

-

g

Bank dan Nasabah.

adanya jenis klausul

adanya jumlah tertentu pembiayaan yang harus dibayar oleh bank dan

seins kghppbbolimR S| TAS
- adanya penunjukan ulsslplenwar kesepakatan Bank dan
=t INDONESIA

- adanya kesepakatan bagi hasil.

p dibakukan dengan dasar

UNE/ERSIT
vigaNnoa

1

- adanya hak dan kewajiban bagi Bank dan Nasabah yang harus dipenubhi.
- adanya kriteria pelanggaran yang berakibat hukum.
- dan lain-lain klausul yang tercantum dalam akad.

Semua yang tercantum dalam akad tersebut apabila diperhatikan dapat
menjadi obyek sengketa antara pihak bank dan nasabah oleh karenanya

pasal demi pasal dalam perjanjian harus dicermati dan dikaji secara
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mendalam dengan mempedomani ketentuan pasal 1320,1321 dan 1338 KUH
Perdata.

Menurut pasal 1338 KUHPerdata dikernal dengan azaz pacta sunt
servana;a (kebebasan berkontrak) dimaksudkan siapapun boleh
mengadakan suatu perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-
undang dan perjanjian yang telah dibuat secara sah, berlaku sebagai
undang-undang untuk yang membuatnya, semua perjanjian harus
dilaksanakan dengan etikad baik, artinya dalam menjalankanm suatu

perjanjian tidak boleh be kepatutan dan keadilan.
ISLAM

Untuk memenuhi bgas-b cu@ tersebut dalam tiori hukum
O

nirak disebut dalam pasal 1320

IS3IN

KUHPerdata meliputi :

>
a. Syarat subyektif: “ESMMM@J

- sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

- kecakapan itk inéefblat s B pecikabanl /\ 5
b. Syarat obyektif : I s I_ A M

~enbliND ONESIA

- suatu sebab yang halal.

Pasal 1321 KUHPerdata : Tiada sepakat yang sah apabila sepakat
itu diberikan karena kekhilafan ( dwaling) atau diperolehnya dengan
paksaan ( dwang) atau penipuan (bedrog).

Dalam perspektif figih hal-hal yang berkaitan dengan terbentuknya
akad, antara lain : akad harus memenuhi rukun dan syarat. Dikalangan

madzab Hanafiyah rukun akad terdiri dari shighot al ‘aqd( ijab dan
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gobul), sedangkan syarat akad : al ‘agid dan mahallul ’aqd (subyek dan
obyek akad ).Dikalangan madzab Syafi’i dan Maliki al ‘qidain dan
mahallul ‘aqd termasuk rukun akad, Jumhur ‘ulama’ berpendapat rukun
aqd adalah ‘al agidaini, mahallil aqd dan sighot ‘aqd. Mustofa azzarqa
menambah mudhu’ul ‘aqd ( tujuan akad ) ia tidak menyebut keempat
hal tersebut sebagai rukun akad, tetapi mugawwimat ‘aqd, T.M.Hasbi
Ash Shidiqy keempat hal tersebut merupakan komponen yang harus
dipenuhi terbentuknya akad Al Aqidain (subyek hukum sebagai pelaku
akad yang melekat hak dan kewajiban atas dirinya ) terdiri dari subyek
ISLAM
hukum manusia dan h disyar: untuki manusia mampu

= O
bertindak secara hukum (m aglib/ah al ‘ada’al kamilah.>.
L

Badan hukum adalah y dalam hukum, mempunyai

O

hak dan kewajiban sertaw 1g hukum dengan orang

lain ( badan lain) ia memiliki kekayaan yang terpisah dari perseorangan

e s st Wi k0 e
pendapat tersebut diaiasal.la akad Mpakan hal yang essensial
i . ] YN s s

merupakan pertanda adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang
membuat akad, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar akad
tersebut sah menurut hukum.

Syarat- syarat subyek akad menurut Gemala Dewi mengutip
pendapat Hamzah Ya’cub adalah ‘’aqil (berakal) tamyis (dapat

membedakan ), Mukhtar ( bebas dari paksaan ),sedangkan obyek

* Gemala Dewi, Hukum perikatan islam di Indonesia, cetakan kel ( Jakarta: kencana
2005) hal. 51
% ibid, hal 59
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perikatan (mahallul ‘aqd) dapat berupa benda wujud dan tidak wujud
(manfaat) keduanya harus memenuhi syarat-syarat telah ada ketika akad
dilakukan, dibenarkan syariah, harus jelas dan dikenali serta dapat
diserah terimakan®. Disamping itu adalah hal yang prinsip bagi obyek
akad adalah mengetahui atas obyek dengan pasti, tidak menimbulkan
indikasi keraguan, jika barang sebagai obyek akad majhul akan
mengakibatkan sengketa dan akad bisa menjadi fasid, suatu akad akan
cacat hukum prespektif fikih apabila terdapat unsur al-ikrah (paksaan)

al-gholath (kesalahan) dan al-taghrir

(bujukan)“.
Dari tinjauan sekilas pacta sund servanda dalam

kontrak ( pasal 1338 KU rarat sahnya kontrak ( 1320

KUH Perdata ) dan hal-

Jsuatu kontrak cacat hukum

( pasal 1321 KUH Perdata ) dan tiori Fiqih tersebut, maka telah jelas

bahwa obywciﬂ\ém&m%hﬂ-hd yang
tercantum dalam klallsgw AMmanya menjadi obyek
ki SHN[FOREESPA, wiom s

persidangan.Dalam mengkonstatir atas obyek sengketa tersebut, maka

yang harus dilakukan oleh hakim adalah meliputi hal-hal sebagai

berikut :

55 Ibid, hal 61

% Asmuni MTH, Akad Perspektif Hukum Islam,makalah disampaikan pada acara pelatihan
Mahasiswa MSI-UII, Yogyakarta,09-10 Pebruari 2007,hal 14.
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- Hakim akan melihat dan mencermati format dan isi kontrak
dengan mempedomani pada hukum formil dan materiil dan
praktekdi peradilan Agama selama ini.

- Memperhatikan ketentuan syari’ah dalam format akad dan
kaidah — kaidah pendukung lainnya.

- Hakim akan mencermati hal-hal yang didalilkan Penggugat
dan jawaban Tergugat menggali sebab musabab terjadi
sengketa dan memperhatikan hal-hal lain yang berkaitan

dengan keadaan obyektif dipersidangan.

atas alat-alat bukti yang

B. Alat-Alat Bukti isnis Syariah.

mendasarkan ‘pad: JMJ;@ eori  tentang pembuktian

“ONIVERSITAS ™ ™™

jenisnya dapat mempedomam t alat bukti yang telah

diatur dalam K G sebagai hukum acara
yang dngMDQJklESIA

Kewenangan absolut yang melekat pada Peradilan Agama
bidang hukum keluarga, waris dan wakaf dan lain-lain sesuai
kewenangannya telah terbiasa dihadapi, namun bidang bisnis
syari’ah adalah suatu hal baru sehingga tidak serta merta secara
yuridis, semua perangkat alat bukti dalam praktek selama ini
relevan diterapkan, praktek penerapan alat-alat bukti oleh

Peradilan Agama terdapat kekhususan ( lex spisialis) seperti
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dalam penyelesaian sengketa perkawinan, waris dan wakaf,
hukum formil dan materiil yang diterapkan selama ini tidak
mengalami kendala.. Maka atas perkara sengketa bisnis syari’ah
bagmmana tugas baru untuk menerapkan hukum formil dan
materiil yang selama ini dipedomani dalam praktek dapat
diterapkan secara tepat. Dan ternyata hingga saat ini belum ada
peraturan perundang-undangan khusus tentang Lembaga Keuangan
Syari’ah. Hukum terapan ( Kompilasi Hukum Islam) yang selama
ini dipedomani belum mengakomodasi tentang masalah

ISLAM
transaksi/kontrak. N[@a dengan befpedoman pada hukum formil

dan materiil yang KUH Perdata, HIR/RBG,

dilengkapi dengan teori yaglg telah diformatkan dalam
>

2oL )\ =
Nasional MUI, alat bukti yang relevan incasu dapat ditemukan,

jenis Aat/hikd kot pasal (63, 164 i 2835284 Rbg dan
1865, 1866 KUH|%19&M dikaji ternyata melekat

e o L2 i e

berbeda — beda maka dari perbedaan-perbedaan yang ada

kaidah-kaidah  ser fatwa Dewan Syari’ah

tergambar dengan jelas alat apa yang relevan dengan kasus
sengketa bisnis syari’ah.

Setelah dikaji dengan seksama alat-alat bukti yang selama ini
digunakan dalam praktek yaitu alat bukti surat (tulisan), saksi-
saksi, pengakuan, persangkaan-persangkaan dan sumpah,sesuai

kwalifikasi kekuatan pembuktian yang melekat pada tiap-tiap alat
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bukti tersebut, maka dalam kontrak bisnis syariah terlihat jelas
alat bukti yang paling utama diperhatikan adalah alat bukti tulisan
(surat-surat) berupa surat kontrak yang hal ini masuk kriteria akta
dibawah tangan, sedangkan akta dibawah tangan melekat
kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 1875-1877
KUH Perdata dan pasal 288-290 RBG yang intinya antara lain :
- Apabila tandatangan didalam akta diakui oleh para pihak yang
bersangkutan, maka akta dibawah tangan mempunyai kekuatan

hukum dan menjadi bukti sempurna, bagi para pihak yang

bersangkutan.

itu, maka isi pernyataan
didalam akta tersebut tida i dapat disangkal.

5% '
bahwa keterangan atau pernyataan diatas tanda tangan itu benar

daf ol g g dniakiafersChu
Kekuatan pc:il@‘n_ mMm tersebut sama dengan

MNDONE STA

Tetapi jika tidak diakui, maka akta tersebut tidak mempunyai
kekuatan pembuktian formil.

Kekuataan buktinya adalah sempurna, baik bagi orang yang
terhadap siapa akta dipergunakan bagi para pihak, bagi ahli

warisnya, serta orang-orang yang mendapat hak dari padanya.
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- Isi keterangan didalam akte tersebut berlaku sebagai suatu hal
yang benar, bagi siapa yang membuatnya dan demi keuntungan
orang yang terhadapnya akta itu dibuat.

_~ Dengan demikian Surat kontrak misalnya akad (kontrak)
mudharabah sebagaimana memuat klausul-klausul tersebut diatas,
maka masuk kategori akta bawah tangan yang nilainya sama
dengan akta yang berbentuk otentik, kontrak tersebut dimaksudkan

sejak awal sebagai alat bukti telah terjadinya sebuah perjanjian.

Dengan dicantumkann tersebut hal-hal sebagai
ISLAM P

berikut, meliputi : 2 Z
= O
- kepastian hari ({4h uatan dan ditandatangani
L m
pihak — pihak per%uat .0
=) >
- Dibuat oleh npil

m@’ yang memenuhi syarat
sebagai subyek hukum. ‘ ’

. ADMERSITAS
- Memuat  kidb§uyllausyl\ yaog| dibenarkan  hukum

s P AN T g e i

pihak pembuat kontrak.
Maka sesuai ketentuan formil dan materiil dalam pasal 1867
dan 1878 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa :
( Pasal 1867 ) : ” Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan
tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-

tulisan dibawah tangan .



98

( Pasal 1878): ” Perikatan — perikatan utang sepihak di dibawah
tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau
memberikan suatu barang yang dapat ditetapkan
atas suatu harga tertentu, harus seluruhnya ditulis
dengan tangan si penandatangan sendiri suatu
perjanjian yang memuat jumlah atau besarnya
barang yang terutang, jika ini tidak diindahkan,
maka apabila perikatan dipungkiri, akta yang
ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai

ISLAM
s rm pe ian dengan tulisan”.
O

Dalam praktek

ya penilaian hakim akan
L
terfokus kepada apa@] kla dalam kontrak telah sesuai

-
hukum formil dan mMN_' n. syariah, apa sebab terjadi

) Jb ‘ ~ i el o "
wan prestasi, apakah ada faktor kesengajaan, kelalaian atau ketidak

mampha) el shodikfwatan karfoa addan memaksa a1
yang berhubmgilsiﬂn A(Mektif. Misalnya apakah
i TR ST =

yang merugikan orang lain dalam keadaan darurat dan lain- lain.
Sehingga dalam pertimbangan hukumnya antara lain akan
berbunyi :

Menimbang, bahwa oleh karena lembaga keuangan syari’ah dalam
usahanya menghendaki pengembangan oleh karenanya meskipun
kreditur dan debitur telah berdamai, maka sesuai azaz Al

Mas’uliyah debitur tetap diharuskan memenuhi kewahibannya



sepanjang hal-hal yang tidak terlampau memberatkan debitur.
Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang dibenarkan
maka atas perbuatan wan prestasi debitur harus membayar sebatas
nommal hutang pokok atau penundaan pengembalian hutang
setelah keadaan debitur dalam kondisi seperti semula, maka
persangkaan-persangkaan atas keadaan obyektif pihak-pihak
bersengketa dapat menjadi bagian yang harus dinilai
hakim.Adapun bukti saksi sumpah sebagai pelengkap pemeriksaan

dalam persidangan. Alat bukti tulisan (surat kontrak) sebagai

alat bukti yang pertama ti dalam menyelesaikan

kasus sengketa bisnis sy isejalan dengan :

ngan I 7 secara tangguh, dan
pentingnya admmlsf-fabsl Jp@gj&} sebagaimana dalil yang
sy g sl i b s
piutang untuk jcrg WA'M"’ maka buatlah bukti

i MESENE SIA

2. Dan dalil tentang kewajiban memenuhi akad-akad yang telah
disepakati.*®

3. Pasal 1874 dan pasal 1879 KUH Perdata yang menentukan

bahwa kontrak yang memuat persetujuan pihak-pihak untuk

menerima hak dan melakukan kewajiban formilnya masuk

katagori surat yang berbentuk otentik .

57 Q.S.Al Bagoroh (2);282.
%% Q.S.Al Maidah (5);1
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4. Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan perjanjian berlaku
sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya.

Untuk melengkapi alat bukti dalam perkara sengketa bisnis
sj—ari’ah, maka keterangan ahli merupakan bagian yang relevan
pula hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tidak semua orang
memahami istilah-istilah yang termuat dalam kontrak dan/atau
dalam praktek operasional Lembaga Keuangan Syari’ah tentu saja
seseorang dikatakan ahli disyaratkan ia seorang yang mempunyai

kwalitas keilmuwan i a atau praktisi Lembaga

Keuangan Syari’ah rlu dinilai hakim adalah
terangan ahli dalam acara

perdata mempunyai

penjelas atas istilah-istilah

bersenLkANlb kEgR S L:EA &r dan sesuai
peristiwaA hukum, MAMBY& sebagai benar atas
semua buktl-N@@NE thek penyelesaian

sengketa diperadilan Agama selama ini banyak hal yang tidak
dimengerti oleh hakim tanpa penjelasan ahlinya seperti hasil
visum et repertum Dokter spesialis kandungan, huruf jawa kuno
yang berhubungan surat wasiat dan lain-lain. oleh karenanya
kaidah Islam yang menyebutkan ” bertanyalah kepada ahlinya

jika kamu tidak mengetahui” menunjuk bahwa perlunya Hakim

% Muktiarto, Praktek perkara perdata pada Pengadilan Agama,Cetakan I, Jakarta:
Pustaka pelajar 1998 hal 193



101

mendengar saksi ahli sesuai bidang perkara, meskipun ada azaz
iuscuria novir( hakim dianggap tahu hukumnya ).

Ketentuan pasal 154 ayat (1) HIR 181 Rbg menyebutkan
jil;a menurut pendapat Ketua Pengadilan, perkara itu dapat
dijelaskan oleh pemeriksaan atau penetapan ahli - ahli, maka
karena jabatannya atau, permintaan pihak - pihak ia dapat
mengangkat ahli - ahli tersebut.

Hakim menggunakan keterangan ahli dengan maksud agar

yang berhubungan yang dipersengketakan, ia

memberikan pendap

disengketakan, men %sk

o
peristiwa atau hak &%K@

keterangan ahli dapat diberikan tertulis atau dengan lisan didepan

sl JNIVERSITAS
ISLLAM

INDONESIA

an tentang suatu hal yang

yang berhubungan dengan

dengan bukti lain, dan
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KESIMPULAN dan SARAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh mendasarkan pada pendekatan konsep
yaitu tentang tiori pembuktian oleh para ahli hukum perdata dan praktek di
Peradilan Agama selama ini maka pembuktian sengketa perdata Lembaga

Keuangan Syariah sebagaimana pada rumusan masalah maka dapat

disimpulkan sebagai berikut :
1. Bahwa cara pembu).ISLAM b yelesaian sengkata perdata
lembaga keuangan $yari’ah 1 D g man pada ketentuan hukum

formil dan materiil y@xg gangi di Peradilan Agama.

o s s o g
Hanya saja dal i pan pembuktian dipersidangan
yang harus di MEL%:% adalah :
SNRORESTA
- Mencermati klausul-klausul kontrak dengan seksama.
- Menggali secara mendalam sebab-sebab terjadinya sengketa
atas kontrak.
- Mempedomani pula kaidah - kaidah syar’i, dalam hal ini

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI sehingga
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mencerminkan kepastian hukum, kebenaran dan keadilan

yang berdasarkan ilahiyah.

B. SARAN
Dibagian akhir tesis ini, penyusun menyampaikan saran — saran
sebagai berikut :
1. Hendaknya Akademisi menjadikan pembuktian dalam penyelesaian
sengketa perdata bisnis syariah menjadi bagian yang perlu dikaji.

2. Para praktisi yustisial pada Peradilan Agama tingkat pertama hingga

Mahkamah Agung hendaknya segera@ yikapi kewenangan baru

ini dengan responsif.

3. Merekomendasikan kapi

O
O
Zz
%nbuktian sengketa bisnis
>

et e A e .
UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA
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